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ABSTRAK 

PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN WANPRESTASI 

OLEH BANK BPR NBP 29 TERHADAP DEBITUR 

MELALUI GUGATAN SEDERHANA  
(Studi Putusan Nomor : 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng). 

 
Rico Hartono Hutagaol * 

Mochammad Erwin Radityo, S.H., M.Kn ** 

Dina Andiza, S.H., M.Hum ** 

 

Gugatan sederhana merupakan gugatan yang cara penyelesaiannya 

dilakukan dengan sederhana, pada dasarnya gugatan tersebut dilakukan 

untuk proses penyelesaian wanprestasi atau ingkar janji dari segala 

perikatan yang mana nilai materiil dalam perikatan tersebut tidak lebih dari 

Rp. 500.000.000, Permasalahan di dalam Skripsi ini adalah Bagaimana 

Ketentuan Umum Tentang Pinjaman Kredit Perbankan ?,  Apa saja Faktor-

faktor Penyebab Nasabah Melakukan Wanprestasi ?, dan Bagaimana 

Penyelesaian Sengketa Gugatan Wanprestasi Oleh Bank BPR NBP 29 

Terhadap Debitur Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Putusan Nomor 

9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng?.  

Metode penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Normatif, 

jenis penelitian Hukum Pustaka dan Teknik Pengumpulan Data dalam 

penelitian ini adalah menggunakan metode yang bersumberkan dari putusan 

Pengadilan Negeri Subang Dengan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng. 

Hasil Penelitian ini, yaitu Hukum yang mengikutinya, diantaranya 

yakni berkenaan dengan penyelesaian Sengketa Gugatan Wanprestasi 

Melalui Gugatan Sederhana. Berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 

tentang penyelesaian gugatan sederhana. Debitur telah melakukan 

wanprestasi terhadap kreditur, Jika debitur telah melanggar 

kesepakatan/wanprestasi maka debitur wajib membayar pokok pinjaman 

dan segala kerugian terhadap kreditur sebagaimana dalam putusan Nomor 

9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng. 

Kesimpulan pada skripsi ini, yaitu tidak semua perkara perdata dapat 

diselesaikan melalui gugatan sederhana, melainkan hanya perkara yang 

termasuk ruang lingkup gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam 

Perma No 4 Tahun 2019. Saran ini sebaiknya kepada Instansi penegak 

hukum seperti halnya pengadilan untuk dapat memaksimalkan pelayanan 

khususnya di bidang gugatan sederhana yang berfokus khusus pada 

substansi perkara wanprestasi pinjaman kredit perbankan. 

Kata Kunci : Sengketa, Wanprestasi, Debitur Dan Gugatan 

Sederhana.12 

                                                
* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan. 

2* * Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing 

I & II. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Hukum Perdata atau yang biasa disebut juga dengan Civil Law adalah 

bagian dari ilmu hukum  yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa yang 

timbul akibat dari adanya konflik kepentingan privat yaitu antar subyek hukum 

lainya, baik itu antara orang perorang, orang dengan badan hukum dengan badan 

hukum itu sendiri. Hukum Perdata juga merupakan wadah untuk subyek hukum 

menuntut kerugian, baik kerugian secara immaterial, terhadap setiap setiap subyek 

hukum yang melanggar kepentingan privat subyek hukum lain.1 

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan suatu 

perjanjian pinjam meminjam yang diatur didalam Pasal 1754 KUH Perdata: 

“Pinjam meminjam adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu kepada 

pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabisi karena 

pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan 

sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. Kredit adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan      atau     kesepakatan     pinjam     meminjam       antara         Bank

                                                             
 1 Hasrul Buamona dan Tri Astuti, Langkah-langkah Jitu Menjadi Advocat Sukses, Erte Pose, 

Yogyakarta, 2014, hal. 92. 
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dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya 

setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.12 

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji 

kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan 

sesuatu hal. Perjanjian merupakan suatu pengertian yang konkret, karena pihak-

pihak dikatakan bahwa pihak peminjam meminjam uang kepada pihak pemberi 

pinjaman untuk membiayai kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan usahanya. 

Dengan demikian, kegiatan pinjam meminjam uang sudah merupakan bagian 

dari kehidupan masyarakat saat ini.23 

Wanprestasi menurut Subekti maka wanprestasi dapat terjadi apabila 

si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya dalam 

perikatan, ia “alpa” atau “lalai” atau “ingkar janji”. Atau juga ia melanggar 

perikatan, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak 

boleh dilakukannya.34 Menurut Salim HS, wanprestasi adalah tidak memenuhi 

atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dan disepakati 

dalam sebuah perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.45 

 

 

                                                             
 2 Yohanes Benny Apriyanto, Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank Dki. Jurnal 

Hukum Ekonomi dan Bisnis Yogyakarta, 2015, hal. 6. 

 3 Ketut Oka Setiawan,  Hukum Perikatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 42. 

 4 Marilang,  Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Makasar, Indonesia 

Prime, 2017, hal. 117. 

 5 Osgar S. Matompo dan Moh, Nafri Harun, Pengantar Hukum Perdata, Setara Press, 

Malang, 2017, hal. 124. 
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Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain 

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka 

waktu tertentu dengan pemberian bunga” Bank terdiri dari 2 jenis, yaitu Bank 

Konvensional dan Bank Syariah. Bank Konvensional adalah bank yang 

menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya 

terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan 

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan 

Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit 

Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.56 

Gugatan sederhana adalah tahapan yang sama dengan proses berperkara 

pada umumnya yaitu penjatuhan putusan. Putusan adalah suatu keadaan yang 

dinyatakan hakim selaku pejabat negara dalam melaksanakan tugas sebagai 

pelaksana kekuasaan kehakiman atas wewenang yang ditetapkan kepadanya, 

dimana pernyataan ini harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk 

umum dengan tujuan sebagai tahapan penyelesaian suatu permasalahan Gugatan 

sederhana disebut dengan small claim court merupakan terobosan baru dalam 

Hukum Acara di Indonesia dengan asasnya yaitu sederhana, cepat dan biaya 

ringan untuk membuka akses yang luas untuk masyarakat.67 

 

 

                                                             
 6 Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 58. 

 7 Elfrida R. Gultom, Hukum Acara Perdata, Mitra Wacana, Jakarta, 2017, hal. 5. 
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Subjek dalam hutang-piutang antara lain yang berkaitan dengan debitur 

antara kreditur, didalam undang-undang Perbankan tidak terdapat pengertian 

kreditur akan tetapi, pihak Bank disebut sebagai pihak pemberi kredit (kreditur). 

Pengertian Kreditur dalam Undang-undang Perbankan, kredit adalah penyediaan 

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan 

antara kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan kepada pihak lain untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian bunga.78 

Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung 

No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang 

selanjutnya disingkat PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Beberapa pembatas telah 

diatur  dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Misalnya, dalam pengajuan 

Gugatan, nilai objek perkara Gugatan Sederhana diajukan terhadap perkara 

cidera janji dan/ atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil 

paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk 

mengangkat kasus dengan Putusan No.9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng, mengingat 

dalam kasus ini dapat dilihat penyelesaian sengketa wanprestasi atas pinjaman 

kredit perbankan melalui  gugatan sederhana. Pada  kronologis  kasusnya  bahwa 

Penggugat  yang bernama  Manahan Gultom sebagai pimpinan cabang  PT. BPR  

                                                             
 8 Alvin Yahya, Disharmonisasi Hukum Kedudukan Kreditur Pemegang Jaminan Hutang 

Dengan Hak Preferen, Jurnal Repertorium, ISSN:2355-2646, Vol. 1 Nomor 4, Surakarta, 2014, hal. 

36. 
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Nusantara Bona Pasogit 29, selanjutnya disebut juga sebagai Penggugat, 

Mengajukan surat gugatan sederhana tanggal 30 Maret 2021, yang diterima 

dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 15 

April 2021 dalam Register Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng. 

Bahwa Tergugat pada tanggal 24 September 2018, mengajukan 

permohonan untuk mendapatkan pinjaman atau kredit pada PT.BPR Nusantara 

Bona Pasogit 29/Penggugat, Tergugat mendapatkan kredit dengan nilai 

pinjaman sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah Sikap 

Tergugat yang tidak membayar angsuran sejak 24 November 2019, Perilaku 

Tergugat tersebut menjadikan Penggugat mengeluarkan biaya tambahan 

berupa biaya penagihan, biaya perkara yang apabila Penggugat akumulasikan  

sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan oleh biaya tersebut 

muncul akibat perilaku Tergugat wanprestasi, maka sudah sepatutnya Tergugat 

dihukum  dengan menanggung biaya yang timbul dimaksud. 

Berdasarkan uraian kasus di atas, maka  Penulis merasa tertarik untuk 

meneliti dan mempelajari kasus berdasarkan putusan tersebut sehingga penulis 

tertarik membuat tulisan ini dengan judul “Penyelesaian Sengketa Gugatan 

Wanprestasi Oleh Bank BPR NBP 29 Terhadap Debitur Melalui Gugatan 

Sederhana” (Studi Putusan Nomor : 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng )”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah ketentuan umum tentang Pinjaman Kredit Perbankan ? 

2. Apa saja faktor-faktor penyebab nasabah melakukan wanprestasi 

terhadap Kreditur menurut Putusan Nomor : 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng  ? 

3. Bagaimana penyelesaian sengketa gugatan wanprestasi oleh Bank BPR 

NBP 29 terhadap Debitur melalui Gugatan Sederhana berdasarkan 

Putusan Nomor : 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu : 

1. Untuk mengetahui ketentuan umum pinjaman Kredit Perbankan. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab nasabah melakukan 

wanprestasi terhadap Kreditur menurut Putusan: 

9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng. 

3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa gugatan 

wanprestasi oleh Bank BPR NBP 29 terhadap Debitur melalui Gugatan 

Sederhana berdasarkan Putusan Nomor: 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng. 
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D. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dilaksanakanya penelitian, yaitu: 

1. Manfaat Akademis 

 Manfaat akademis dari penulisan ini yaitu merupakan salah satu syarat  

dalam menyelesaikan program pasca Sarjana Hukum di Universitas 

Pembangunan Panca Budi Medan. 

2. Manfaat Teoritis 

 Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

perkembangan Hukum Perdata khususnya tentang Penyelesaian 

Sengketa Gugatan Wanprestasi Oleh Bank BPR NBP 29 Terhadap 

Debitur Melalui Gugatan Sederhana. 

3. Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

memberikan informasi kepada masyarakat, pihak Bank dan Pengadilan, 

sekaligus sebagai pemecahan atau jalan keluar untuk masalah-masalah 

yang timbul mengenai kepastian dan penerapan hukum bagi kedua 

belah pihak berdasarkan Penyelesaian Sengketa Gugatan Wanprestasi 

Oleh Bank BPR NBP 29 Terhadap Debitur Melalui Gugatan Sederhana 

putusan Pengadilan Negeri Nomor : 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng. 
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E. Keaslian Penelitian 

Dalam Penulisan ini, terkadang terdapat tema yang sama atau berkaitan 

dengan yang diteliti penulis walaupun arah dan tujuan penelitian itu berbeda 

maksudnya. Dalam penulisan ini Penulis menemukan beberapa sumber 

penelitian lain yang lebih dulu membahas tentang “Penyelesaian Sengketa 

Gugatan Wanprestasi Oleh Bank BPR NBP 29 Terhadap Debitur Melalui 

Gugatan Sederhana” (Studi Putusan Nomor : 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng)”. 

Untuk membuktikan bahwa penelitian yang sedang penulis teliti adalah 

penelitian asli, maka penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penulis,  

yaitu: 

1. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Alfi Yudhstira Arraafi, Mahasiswa 

Fakultas Hukum Universitas Jember, Pada tahun 2016 dengan judul 

penelitian : Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata 

Di  Pengadilan (The Settlement Of Small Claim Civil Lawsuit In The 

Local Court )“.89 

Rumusan Masalahnya adalah : 

a. Bagaimana karakteristik khusus penyelesaian gugatan sederhana dalam 

perkara Perdata ? 

 

                                                             
 9 Alfi Yudhstira Arraafi, Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di  

Pengadilan (The Settlement Of Small Claim Civil Lawsuit In The Local Court), 

https://repository.unej.ac.id/, diakses tgl 02 November 2023, pkl 19.55 WIB. 

 

 

https://repository.unej.ac.id/
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b. Apakah perbedaan acara pemeriksaan perdata biasa dengan pemeriksaan 

penyelesaian gugatan sederhana ? 

c. Apa upaya hukum yang dapat diajukan para pihak apabila tidak 

menerima Putusan hakim dalam penyelesaian gugatan sederhana ? 

Kesimpulannya adalah: 

1) Karakteristik adalah fitur pembeda dari sesuatu atau ciri khas 

yang dimiliki oleh suatu hal tertentu, jika dikaitkan dengan karakteristik 

penyelesaian gugatan sederhana, penyelesaian gugatan sederhana 

mempunyai karakter yang sedikit berbeda dengan acara perdata biasa, 

seperti tidak adanya agenda jawab antar pihak, proses pembuktiannya 

yang dinilai sederhana, jangka waktu yang relatif singkat yaitu perkara 

harus diputus selambat-lambatnya dalam waktu 25 (dua puluh lima) 

hari, hakim yang memeriksa penyelesaian gugatan sederhana adalah 

hakim tunggal, yursidiksi penyelesaian gugatan sederhana termasuk 

dalam lingkup peradilan umum dimana subyek hukum harus berada 

dalam satu wilayah hukum, subyek dari penyelesaian gugatan 

sederhana terdiri dari satu Penggugat dan satu Tergugat tidak boleh 

lebih kecuali mempunyai kepentingan hukum yang sama, upaya hukum 

yang dapat   diajukan  adalah   upaya   hukum  keberatan  yang  diajukan  
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kepada ketua Pengadilan Negeri tempat dimana gugatan sederhana 

tersebut diputus. 

2) Dalam pemeriksaan Acara Perdata biasa dan penyelesaian 

gugatan sederhana tidak tampak perbedaan yang signifikan karena 

pada     dasarnya dalam penyelesaian gugatan sederhana, kebanyakan 

juga menggunakan Hukum Acara Perdata biasa yang berlaku di 

Indonesia, akan tetapi ada beberapa perbedaan yang terlihat antara 

kedua bentuk penyelesaian sengketa secara litigasi tersebut. Dalam 

pemeriksaan acara biasa setelah jawaban dari Tergugat, Penggugat 

diberi kesempatan untuk mengajukan replik dan Tergugat dapat juga 

mengajukan duplik sebelum masuk ke acara pembuktian, tetapi 

dalam penyelesaian gugatan sederhana para pihak baik Penggugat 

maupun Tergugat tidak diperkenankan mengajukan replik dan 

duplik tapi langsung dilanjutkan ke Pembuktian. Durasi 

pemeriksaan dalam penyelesaian gugatan sederhana harus diputus 

selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari sejak gugatan 

diajukan, sedangkan dalam acara pemeriksaan perdata biasa hakim 

memutus perkara tidak boleh lebih dari 180 (seratus delapan puluh) 

hari atau kisaran enam bulan, apabila hakim memutus lebih dari 

waktu yang telah ditentukan maka Hakim wajib memberikan 

keterangan  dan  alasan-alasan.   Asas dalam  acara  perdata  adalah  
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hakim bersifat pasif, sedangkan dalam penyelesaian gugatan 

sederhana hakim dituntut untuk aktif baik untuk mendamaikan 

para   Pihak yang memberikan masukan dan solusi terhadap pihak 

yang berperkara. 

3) Upaya hukum adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh 

pihak yang merasa dirugikan karena adanya putusan Pengadilan. 

Dalam penyelesaian gugatan sederhana, upaya hukum yang dapat 

diajukan adalah upaya hukum berupa keberatan. Keberatan 

diajukan dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan 

diucapkan oleh Hakim Tunggal. Upaya hukum keberatan 

diajukan kepada Ketua Pengadilan dimana tempat diajukannya 

gugatan sederhana tersebut pertama kali. Pemeriksaan 

permohonan keberatan diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan 

Negeri dan dipimpin oleh Hakim senior yang telah ditunjuk oleh 

ketua Pengadilan. Putusan keberatan harus diputus dalam waktu 

1 (satu) hari sejak keberatan diajukan oleh pihak yang tidak 

menerima putusan dari Hakim. Putusan keberatan otomatis akan 

langsung mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat 

para pihak. Pelaksanaan putusan dilakukan secara sukarela oleh 

para pihak. Upaya paksa tidak diatur dalam PERMA Nomor 2 

Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. 
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Perbedaan Skripsi Perbedaan yang mendasar skripsi penulis dari 

skripsi yang ada di atas terletak pada Peraturan Perma yang dipakai, dimana                                                  

dalam skripsi penulis memakai peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 

2019 tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana yang selanjutnya 

disingkat PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Beberapa pembatas telah diatur  

dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Misalnya dalam pengajuan Gugatan, 

nilai objek perkara Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera 

janji dan/ atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil 

paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

2. Jurnal Lex Privatum Vol. V/No. 7/Sep/2017, oleh: Efraim Kristya 

Netanyahu, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi 

Manado, Sulawesi Utara tahun 2017 dengan judul “Penyelesaian Perkara 

Perdata Melalui Gugatan Sederhana Menurut Perma No. 2 Tahun 2015 

Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana”.910 

Rumus Masalahnya adalah: 

a. Bagaimana proses penyelesaian perkara perdata melalui gugatan 

sederhana? 

b. Bagaimana penerapan PERMA No. 2 Tahun 2015 dalam Perkara No. 

1/Pdt.G.S/2016/PN.Mnd ? 

Kesimpulanya adalah : 

                                                             
 10 Efraim Kristya Netanyu, Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Gugatan Sederhana, 

https:// Ejournal.unsrat.ac.id/index.php, diakses tgl 02 Februari 2024 pkl 09.48 WIB. 
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1) Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi: Pendaftaran; 

Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana; Penetapan hakim dan 

penunjukan panitera pengganti; Pemeriksaan pendahuluan dan 

penetapan hari sidang; Pemanggilan para pihak; Pemeriksaan sidang 

dan perdamaian; Pembuktian; Putusan. 

2) Penerapan PERMA No. 2 Tahun 2015 dalam Perkara No. 

1/Pdt.G.S/2016/PN.Mnd terdapat beberapa ketidaksesuaian, yaitu 

penyelesaian perkara yang memakan waktu 30 (tiga puluh) hari, di 

mana tidak sesuai dengan tenggang waktu penyelesaian gugatan 

sederhana yaitu 25 (dua puluh lima) hari. Selain itu, digunakannya 

PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam upaya mediasi Perkara No. 

1/Pdt.G.S/2016/PN.Mnd yang secara tegas dinyatakan dalam 

PERMA tersebut bahwa upaya perdamaian dalam PERMA No. 2 

Tahun 2015 mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan 

Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. Oleh sebab itu maka 

sesuai dengan ketentuan peralihan dalam PERMA tersebut maka 

ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur 

khusus dalam PERMA No. 2 Tahun 2015. 
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Perbedaan Skripsi Perbedaan yang mendasar skripsi Penulis dari skripsi 

yang ada di atas terletak pada judul dan rumusan masalah yang akan Penulis 

tulis dan buat di dalam skripsi ini yaitu  pembahasan tentang Penyelesaian 

Sengketa Gugatan Wanprestasi Oleh Bank BPR NBP 29 Terhadap 

Debitur Melalui Gugatan Sederhana Menurut Putusan (Nomor 

9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng)” dan Perbedaan yang mendasar skripsi penulis 

dari      skripsi yang ada di atas terletak pada Peraturan PERMA yang 

dipakai, jika skripsi diatas memakai PERMA No. 2 Tahun 2016, penulis 

memakai  peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang tata cara 

penyelesaian Gugatan Sederhana yang selanjutnya disingkat PERMA 

Nomor 4 Tahun 2019.  Beberapa pembatas telah diatur  dalam PERMA 

Nomor 4 Tahun 2019.  

Misalnya dalam pengajuan Gugatan, nilai objek perkara Gugatan sederhana 

diajukan terhadap perkara cidera janji dan/ atau perbuatan melawan hukum 

dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah). 

3. Penelitian yang dilakukan oleh  Rahmi Safitri, Mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Bung Hatta Padang, Pada tahun 2020 dengan judul penelitian 

“Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana Di 

Pengadilan Negeri II Solok”.11 

 

                                                             
11 Rahmi Safitri, Penyelasaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana Di 

Pengadilan Negeri II Solok, http://ejurnal.bunghatta.ac.id//index.php/JFEK., diakses tgl 03 

November 2023, pkl 19.52 WIB. 
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Rumusan Masalahnya adalah : 

a. Bagaimanakah penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan sederhana 

di Pengadilan Negeri Kelas II Solok ? 

b. Apakah yang menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa perdata 

melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas II Solok ? 

Kesimpulanya adalah : 

1) Penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan sederhana di 

Pengadilan Negeri Kelas II Solok lainnya, yaitu Universitas Bung 

Hatta kurangnya pengetahuan pihak yang berperkara akan gugatan 

sederhana itu sendiri. 

2) Kendalapenyelesaian sengketa ini dapat dibuktikan dengan 

ketidakhadiran tergugat dalam persidangan dan tidak 

menggunakan hak dan kepentingannya sebagai pihak dalam 

perkara. 

Perbedaan Skripsi adalah Skripsi ini terkait Penyelesaian sengketa 

perdata melalui gugatan sederhana yang fokus pada data yang diambil, jika 

skripsi diatas memakai acuan data 2018 s/d 2019 di Pengadilan Negeri Kelas 

II Solok, sedangkan penulis memakai/memacu salah satu kasus yang terjadi 

di daerah Pengadilan Negeri Subang. 
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F. Tinjauan Pustaka  

1. Pengertian Sengketa 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Sengketa adalah sesuatu 

yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, 

Pertikaian, perselisihan dan perkara dalam pegadilan. Hal yang sama juga 

dikemukakan oleh Takdir Rahmadi, bahwa sengketa adalah situasi dan 

kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat 

faktual maupun perselisihan didalam persepsi mereka saja.1012 

2. Pengertian Wanprestasi 

Menurut Yahya Harahap, wanprestasi adalah ketidakmampuan 

untuk menyelesaikan tugas pada waktunya atau dengan cara yang tidak 

sesuai. Menurut Yahya Harahap Pada dasarnya, debitur telah melakukan 

apa yang diwajibkan kepadanya, tetapi kewajiban tersebut tidak dipenuhi 

dengan tepat waktu atau terlambat, atau telah melaksanakan perjanjian 

tetapi yang dilaksanakan tidak selayaknya untuk dilakukan dalam 

pengertian bahwa debitur telah melaksanakan prestasi tetapi tidak debitur 

melaksanakan prestasinya tidak seperti/tidak sepenuhnya dengan apa 

yang disebutkan dalam perjanjian atau melakukan sesuatu yang sesuai 

dengan isi dari perjanjian dilarang untuk dilaksanakan atau tidak layak 

untuk dilakukan.1113 

                                                             
 12 Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, PT. Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hal. 1. 

 13 Supeno, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Salim Median Indonesia, Jambi, 2019, hal. 

79. 
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2. Pengertian Debitur 

Menurut KBBI Debitur adalah orang atau lembaga yang berutang 

kepada orang atau lembaga lain. Yang dimaksud dengan debitur adalah 

orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang 

yang dapat ditagih dimuka pengadilan.Perjanjian utang piutang sebagai 

sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan 

debitur yang bertimbal balik. Inti dari utang piutang adalah kreditur 

memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib 

mengembalikanya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan 

bunganya dan pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan 

cara menggangsur setiap bulan. 

3. Pengertian Gugatan Sederhana 

Gugatan sederhana atau Small Claim Court adalah suatu prosedur 

pengajuan gugatan perdata di pengadilan dengan nilai tuntutan materiil 

yang  biasanya paling banyak Rp 500 Juta. Tujuan dari Small Claim Court 

adalah memberikan akses yang lebih mudah dan terjangkau kepada 

individu atau pihak-pihak yang ingin menyelesaikan sengketa kecil secara 

cepat.  Asas sederhana  cepat dan biaya ringan  merupakan asas pengadilan 

yang jika benar-benar diterapkan maka memberikan bagi kenyamanan 

masyarakat yang mencari keadilan. Setiap orang berhak atas pengakuan, 
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jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan 

yang sama di hadapan hukum.1214 

   Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana PERMA Nomor 4 

Tahun 2019 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana banyak mengandung 

norma-norma baru. Bahkan diantaranya  secara tegas menyingkirkan  

aturan  yang ada dalam peraturan-peraturan Hukum Acara Perdata 

(HIR/Rbg). Selain itu PERMA tersebut membatasi hak para pihak 

mengajukan eksepsi, provisi, dan rekonvensi, padahal hak tersebut diatur 

dalam HIR/Rbg. Misalnya PERMA melarang tegas para pihak untuk 

mengajukan upaya hukum yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata 

pada umumnya dan menentukan lembaga upaya hukum baru bernama 

“keberatan” yang sebelumnya tidak pernah dikenal dalam sistem Hukum 

Acara Perdata yang berlaku di Indonesia.15 

G. Metode Penelitian  

1. Sifat Penelitian  

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan 

penulisan ini adalah deskriptif analisis dari studi putusan kasus. Studi 

kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan 

dengan suatu fase spesifik atau kasus dari keseluruhan personalitas yang 

mengarah pada 

                                                             
 14 E. Sundari, Praktik Class Action Di Indonesia , Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,  

2015, hal. 3. 
15 Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto, Gugatan Sederhana Teori Praktik dan 

Permasalahannya, Pustaka Dunia, Jakarta, 2017. hal.11. 
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penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang 

mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada 

karakteristik ilmu hukum yang normatif. 

Menurut Husein Umar pengertian deskriptif adalah 

“menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian 

dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu”.1316 

2. Jenis Penelitian   

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian Hukum 

Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian yang 

dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan 

perundang-undangan dengan cara mempelajari peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.17  

3. Metode Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis melakukan 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara Penelitian Kepustakaan 

(Library Research) atau disebut juga studi dokumen yang meliputi bahan 

Hukum Primer, Sekunder, maupun Tersier. Penelitian dilakukan dengan 

membaca beberapa referensi, buku, undang- undang maupun literatur yang 

berhubungan dengan Penyelesaian Sengketa Gugatan Wanprestasi Oleh 

Bank 

 

                                                             
 16  Johnny Ibrahim, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media 

Publishing, Malang, 2016, hal. 295. 
17 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 

2014, hal. 33. 
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BPR NBP 29 Terhadap Debitur Melalui Gugatan Sederhana. (Studi 

Putusan :9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng). 

4. Jenis Data   

Pada penelitian skripsi ini menggunakan Data Sekunder atau data 

yang disebut dengan bahan hukum yang sudah ada  sebelumnya untuk 

diangkat dan dikembangkan penulis. 

Data Sekunder terdiri dari :   

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer, yakni dari KUH Perdata, Undang-undang 

Perbankan dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 

2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang 

selanjutnya disingkat PERMA Nomor 4 Tahun 2019.  

b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan Hukum Sekunder, yakni terdiri dari literatur Buku, Jurnal dan 

Internet. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum pelengkap dari Bahan 

Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri dari Kamus 

Hukum. 

5. Analisis Data  

Setelah Data Sekunder terkumpul lalu dilakukan editing dan 

klasifikasi dan selanjutnya dilakukan analisis data. Pada penulisan ini 
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penulismenggunakan analisis kualitatif untuk menganalisis data. Dimana 

analisis kualitatif merupakan cara menganalisis data yang bersumber dari 

bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-

undangan, doktrin, prinsip hukum dan pendapat para pakar serta 

pandangan penulis sendiri, Khususnya yang berkaitan dengan 

Penyelesaian Sengketa Gugatan Wanprestasi Oleh Bank BPR NBP 29 

Terhadap Debitur Melalui Gugatan Sederhana. 

 

H.  Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: 

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan   Penelitian,   Manfaat   Penelitian,   Keaslian   Penelitian,  

Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II : Ketentuan Umum Tentang Pinjaman Kredit Perbankan  terdiri 

dari Pengaturan Umum Kredit Perbankan, Kekuatan Perjanjian 

Kredit Perbankan Secara Hukum, Kedudukan Gugatan 

Wanprestasi Bank Dalam Gugatan Sederhana. 

BAB III : Faktor-faktor Penyebab Nasabah Melakukan Wanprestasi  

Terhadap Kreditur Berdasarkan Putusan Nomor : 

9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng Terdiri Dari Faktor Internal Dan 

Eksternal Terjadinya Wanprestasi, Penyelesaian Sengketa 

Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana, Wanprestasi Oleh 
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Nasabah Dalam Pinjaman Kredit Menurut Putusan Nomor 

:9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng). 

BAB IV : Penyelesaian Sengketa Gugatan Wanprestasi Oleh Bank BPR 

NBP 29 Terhadap Debitur Melalui Gugatan Sederhana 

Berdasarkan Putusan Nomor :9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng). terdiri 

dari Ketentuan Umum Dan Proses Gugatan Sederhana Dalam 

Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pinjaman Kredit, Pengaruh 

Putusan Bagi Para Pihak, Analisis Penulis Terhadap Putusan 

Pengadilan Negeri Subang Nomor :9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng). 

BAB V : Penutup Terdiri dari Kesimpulan dan Saran. 
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BAB  II 

 

KETENTUAN UMUM TENTANG PINJAMAN KREDIT 

PERBANKAN 
 

A. Pengaturan Umum Perjanjian Kredit Perbankan 

Krerdit Perrbankan adalah kermampuran urnturk mermberrikan pinjaman dari 

pihak krerditurr kerpada derbiturr derngan suratur perrjanjian yang akan dibayar sersurai 

derngan waktur yang diserpakati. Sermerntara perngerrtian krerdit mernurrurt Perraturran 

Bank Indonersia Nomor 7/2/PBI/2005 terntang Pernilaian Kuralitas Aktiva Bank 

Urmurm adalah pernye rdiaan urang ataur tagihan yang dapat diperrsamakan derngan 

itur, berrdasarkan perrserturjuran ataur kersermpatan pinjam-merminjam antara bank 

derngan pihak lain yang merwajibkan pihak perminjam urnturk merlurnasi urtangnya 

serterlah jangka waktur terrterntur derngan permberrian burnga. 

Perrjanjian krerdit diburat berrdasarkan asas itikad baik dan mermberrikan 

kerurnturngan serrta perrlindurngan hurkurm yang serimbang bagi bank dan derbiturr. 

Apabila di kermurdian hari terrjadi serngkerta, kerdura berlah pihak berrserpakat urnturk 

mernye rlersaikannya terrlerbih dahurlur sercara mursyawarah urnturk murfakat. Jika tidak 

terrcapai kerserpakatan lerwat mursyawarah, salah satur pihak dapat merngajurkan 

gurgatan sercara hurkurm ker perngadilan sersurai derngan aturran yang berrlakur di 

Indonersia. Akan tertapi, hal ini ternturnya tidak diharapkan olerh bank dan derbiturr 

karerna hanya akan mernimburlkan kerrurgian lerbih bersar bagi kerdura berlah pihak.  
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Krerdit me rnurrurt kerterntu ran Pasal 1 angka 11 U rUr 2005 atas perrurbahan 

urndang-urndang Nomor 7 1992, Perrbankan dapat dikertahuri ialah “krerdit 

merrurpakan pernyerdiaan u rang ataur tagihan yang bisa disamakan de rngan itu r, 

berrdasarkan perrserturjuran ataur perrserturju ran merminjam antar Bank de rngan pihak 

lain yang me rwajibkan perminjam u rntu rk merlurnasi hurtang serterlah jangka waktu r 

derngan permberrian bu rnga.” Arti krerdit me rnurrurt kerterntu ran pasal te rrserburt bergitur 

luras merngernai rurang lingku rp dan urnsu rr-urnsurr yang mana merlipu rti perngkrerditan 

ini, serhingga pernangananya ju rga wajib dilaksanakan sercara hati-hati, serhingga 

prosers permberrian krerdit hingga analisa kre rdit terrserburt dapat berrjalan derngan 

baik.118 

Mernu rrurt urndang-urndang nomor 4 Tahu rn 2023 Terntang perngermbangan 

dan pernguratan serktor kerurangan yang me rngatu rr  terntang pernguratan pernanganan 

perrmasalahan Bank se rbagai serktor yang sangat pe rnting  di Indone rsia derngan 

merngatu rr pernguratan perran dan werwernang Bank Indone rsia, Otoritas Jasa 

Kerurangan se rbagai lermbaga pernjamin simpanan. Pe rnguratan perranan werwernang 

dapat dicapai me rlaluri pernguratan instrurmern perncergahan dan pe rnanganan 

perrmasalahan Bank se rperrti rerncana permurlihan dan rersolu rsi Ban, perngatu rran 

pinjaman liku riditas jangka pernderk ataur permbiayaan liku riditas jangka pe rnderk 

Syariah, pernermpatan dana olerh lermbaga pernjamin simpanan. 

 

                                                 
 

 18 Djumhana, Hukum Perbankan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016,  hal. 

471. 
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Serorang nasabah yang me rndapatkan krerdit dari bank me rmang adalah 

serorang yang me rndapat kerperrcayaan dari bank. Adapu rn perngerrtian krerdit 

mernurrurt Pasal 1 angka 2 U rUr Perrbankan adalah “Krerdit adalah pernye rdiaan urang 

ataur tagihan yang dapat diperrsamakan derngan itu r, berrdasarkan perrserturjuran ataur 

kerserpakatan pinjam me rminjam antara Bank derngan pihak lain yang me rwajibkan 

pihak perminjam u rntu rk merlurnasi hurtangnya serterlah jangka waktu r terrterntu r derngan 

jurmlah burnga”. 

Dalam Krerdit Perrbankan jurga merrurpakan perrjanjian kontrak di mana 

perminjam mernerrima serjurmlah urang ataur sersuratur yang berrharga dan mermbayar 

kermbali permberri pinjaman di kermurdian hari, urmurmnya derngan burnga. Bank 

serbagai badan u rsaha yang mermberrikan krerdit kerpada derbiturr wajib me rlakurkan 

urpaya perngamanan agar krerdit te rrserburt dapat dilu rnasi derbiturr yang 

berrsangkurtan. Serkercil apapu rn nilai u rang dari krerdit yang te rlah dibe rrikan pada 

derbiturr tertap harurs diamankan sersurai derngan prinsip kerhati-hatian.219 

Dalam perrjanjian krerdit pada u rmurmnya harurs ada jaminan. Hal te rrserburt 

dijerlaskan pada Pasal 8 U rUr Perrbankan, yakni:  

“Dalam permbiayaan krerdit dan atau r permbiayaan berrdasarkan prinsip 

syariah, bank u rmurm wajib me rmpurnyai keryakinan berrdasarkan analisis yang 

merndalam atas iktikad dan ke rmampu ran serrta kersanggurpan nasabah derbiturr 

urntu rk 

                                                 
 19 Mochammad Erwin Radityo, Penjaminan Kredit Dalam Perbankan Indonesia, 

Surakarta, 2023, hal. 21. 
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 merlurnasi u rtangnya ataur perngermbalian permbiayaan dimaksu rd sersurai derngan 

yang diperrjanjikan”. 

Olerh karerna itu r, sertiap masyarakat yang me rmburturhkan tambahan 

modal ataur tambahan dana dan merminta bantu ran pada Bank derngan merngaju rkan 

krerdit, maka haru rs mermpu rnyai bernda atau r barang serbagai jaminan yang 

diserrahkan pada krerditurr. Bernda ataur barang te rrserburt akan mernjadi jaminan bagi 

kerrerditurr apabila de rbiturr tidak me rmernu rhi kerwajibannya atau r wanprerstasi. Hal 

yang dimaksu rd derngan jaminan disini adalah ke rkayaan yang dapat diikat se rbagai 

jaminan, serbagai kerpastian perlurnasan dikermurdian hari, jika de rbiturr tidak 

merlurnasi hu rtangnya atau r tidak  mernjalankan kerwajibannya. Nilai dari jaminan 

terrserburt lazimnya haru rs lerbih tinggi dari ju rmlah krerdit yang dibe rrikan hal ini 

urntu rk mernjamin nilai dari barang jika te rrjadi pernurrurnan nilai te rrhadap barang 

terrserburt.320 

Jaminan   krerdit  adalah   sergala   sersuratur yang  mermpurnyai  nilai  murdah  

urnturk  diurangkan  yang  diikat derngan  janji  serbagai  jaminan urnturk mermbayar 

dari hurtang derbiturr berrdasarkan perrjanjian krerdit yang diburat krerditurr dan 

derbiturr.  Krerdit  yang  diberrikan  serlalur  diamankan   derngan   jaminan   krerdit   

derngan   tu rjuran urnturk mernghindari adanya risiko derbiturr tidak mermbayar 

hurtangnya. Jaminan yang diberrikan derbiturr  harurs  diburat  perrjanjian antara  

                                                 
 20 Risa, Yulia. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Pada 

Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan." Normative Jurnal Ilmiah Hukum 5.2, 

November,  2017, hal. 78. 
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krerditurr dan  permilik  jaminan  (bisa derbiturr  ataur  pihak lain  burkan  derbiturr)  

yang  diserbu rt perrjanjian perngikatan jaminan.213 

Dalam merngadakan perrjanjian tiap pihak mermpu rnyai hak dan kerwajiban 

sercara timbal balik. Pihak satu r mermpu rnyai hak u rntu rk mernurnturt sersuratu r dari 

pihak lain, serdangkan pihak lain me rmpu rnyai kerwajiban u rntu rk mermernurhi 

terrserburt bergitu r jurga serbaliknya. Dalam hal me rlakurkan perrburatan hurkurm di 

kerhidu rpan moderrn para pihak biasanya diaktu ralisasi dalam berntu rk perrjanjian 

terrturlis hal te rrserburt dianggap me rmurdahkan para pihak u rntu rk dapat me rngertahuri 

hak dan kerwajiban masing-masing pihak. Perrjanjian terrturlis ini serbagai alat burkti 

apabila terrjadinya wanpre rstasi olerh salah satu r pihak. 

Hak dan kerwajiban nasabah diwurjurdkan  dalam  bernturk  prerstasi. yang 

harurs  dipernurhi  olerh  bank  dan  nasabah adalah prerstasi  yang  terlah  diternturkan  

dalam  perrjanjian antara    bank    dan    nasabah    terrhadap    produrk Perrbankan 

serperrti taburngan dan derposito.422 Hak derbiturr dalam krerdit adalah me rnerrima 

serjurmlah u rang yang dipinjamkan ole rh krerditurr kerpada derbitu rr. Serdangkan 

kerwajiban derbiturr adalah me rnyerrahkan krerdit atau r mermbayar pokok angsu rran 

dan burnga sersurai derngan yang dite rntu rkan olerh pihak krerditurr dalam jangka 

waktu r terrterntu r.523 

 

                                                 
 21  Mas Rachmat Hidayat “ Kekuatan Hukum Pengikatan Hak Tanggungan Atas Jaminan 

Kredit”, Jurnal Akrab Juara, Vol. 5 No. 1 Februari 2020, hal. 60. 

 22 Ida Bagus Gde Gni Wastu, “Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Dibawah Tangan Pada 

Bank Perkreditan Rakyat", Jurnal Ilmiah Prodi Megister Kenotariatan, Vol.2 No. 1, 2017, hal. 93. 

 23 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Prenademedia Group, Jakarta 

2014, hal. 60. 
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Serlain Hak dan Kerwajiban, Nasabah ju rga merndapat perrlindurngan sercara Hurkurm 

dimana Perrlindu rngan hurkurm adalah mermberrikan perngayoman kerpada hak asasi 

manursia yang diru rgikan orang lain dan kerkuratan perrjanjian krerdit sercara hu rkurm 

jurga diberrikan kerpada masyarakat agar me rrerka dapat mernikmati sermura hak-hak 

dan kerkuratan hu rkurm yang diberrikan olerh hurkurm ataur derngan kata lain 

perrlindurngan hu rkurm adalah berrbagai u rpaya hu rkurm yang haru rs diberrikan olerh 

aparat pernergak hurkurm urntu rk mermberrikan rasa aman, baik se rcara pikiran 

maurpurn fisik dari gangguran dan berrbagai ancaman dari pihak manapu rn.624 

 

B. Kekuatan Perjanjian Kredit Perbankan Secara Hukum 

Perrjanjian Krerdit Bank adalah perrjanjian bank derngan nasabah yang 

merngajurkan pinjaman terrmasurk dalam perraturran perrurndang-urndangan 

perrbankan, yang jurga dikernal dalam Hu rkurm perrdata serbagai perrjanjian berrsama, 

Krerdit terrserburt terrkait errat derngan caku rpan kergiatan ursaha bank khursursnya BPR 

yakni mermberrikan krerdit. Walaurpurn di dalam kernyataan praktik permberrian atau r 

pernyalurran dana kerpada masyarakat istilah “pinjam merminjam urang” 

serbagaimana diternturkan pada Pasal 1754 KUrH Perrdata, masih ju rga digurnakan, 

terrmasurk olerh Otoritas Jasa Kerurangan, yang terlah mernerrbitkan Perraturran 

Otoritas Jasa Kerurangan Nomor 77/POJK.01/2016 Terntang Layanan Pinjam 

Merminjam Urang. 

                                                 
24 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 74. 
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Apabila sertiap pihak dalam pe rrjanjian pinjam-merminjam u rang terlah 

mermernurhi kerserlurrurhan janji dan kerwajiban yang te rlah diserturjuri dalam perrjanjian 

terrserburt, maka perrjanjian terrserburt dapat dijalankan dan dilaksanakan de rngan 

baik. Akan tertapi, ada siturasi dimana perrjanjian pinjam-merminjam u rang terrserburt 

murngkin tidak berrjalan sercara optimal atau r bahkan tidak terrlaksana serpernurhnya 

apabila salah satu r pihak yang te rrlibat tidak me rmernurhi syarat yang te rlah 

ditertapkan. Pada be rberrapa titik, ke rmurngkinan terrjadinya kertidaklancaran 

perlaksanaan perrjanjian dapat mu rncurl apabila salah satu r pihak tidak me rmernurhi 

kerwajiban yang te rlah diserpakati. Namu rn, serringkali surlit urntu rk mernerntu rkan 

apakah terrdapat perlanggaran ataur wanprerstasi dalam perrjanjian pinjam-

merminjam urang karerna serringkali kerterntu ran dalam perrjanjian te rrserburt tidak 

mernggambarkan sercara tergas kapan su ratu r pihak diwajibkan u rntu rk mermernurhi 

tanggurng jawab atau r janji yang terlah dijanjikan.725 

Ditermurkan olerh Soerrjono Soerkanto, bahwa su ratu r sikap tindak perrilaku r 

hurkurm dianggap erferktif, apabila sikap tindakan atau r perrilakur lain me rnurjur pada 

turjuran yang dike rherndaki, artinya apabila pihak lain te rrserburt mermatu rhi hurkurm. 

urndang-urndang dapat me rnjadi erferktif apabila pe rranan yang dilaku rkan perjabat 

pernergak hurku rm  sermakin  mernderkati  apa yang  diharapkan  urndang-urndang  dan  

 

 

                                                 
 25 Putri Alam Prabancani, DKK, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam 

Meminjam Uang, Jurnal Analogi Hukum, Volume 1 Nomor 1, 2019, hal, 69. 
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serbaliknya me rnjadi tidak erferktif jika pe rranan yang dilaku rkan ole rh pernergak 

hurkurm jaurh dari apa yang diharapkan ole rh urndang-urndang.826 

Dalam perlaksanaan krerdit di bidang perrbankan, kergiatan krerdit itur 

diikat derngan perrjanjian krerdit serhingga timburl hurburngan hurkurm dan kerpastian 

hurkurm bagi para pihak yang merngikatkan diri kerpada perrjanjian krerdit 

perrbankan. Para pihak yang merngikatkan diri dimana bank serbagai pihak 

krerditurr dan nasabah serbagai pihak derbiturr, mermiliki hak dan kerwajiban yang 

harurs dilaku rkan. Perngadilan serbagai te rmpat urntu rk mernyerlersaikan serngkerta di 

bidang hurku rm perrdata diharapkan dapat me rmberrikan keradilan bagi se rtiap 

orang.927 

Ideralitasnya Bank haru rsnya merndapat perrlindurngan sercara hu rkurm dan 

khursurs. Karerna apabila derbiturr tidak me rlaksanakan kerwajibannya atau r 

wanprerstasi, maka pihak Bank dapat me rnyerlersaikannya me rlaluri bantu ran hu rkurm. 

Sersurai derngan kerterntu ran Pasal 11 Urndang-urndang No.3 Tahu rn 2004 terntang Bank 

Indonersia (serlanju rtnya diserburt UrUr Bank Indonersia), yaitu r Perlaksanaan permberrian 

krerdit ataur permbiayaan berrdasarkan Prinsip Syariah serbagaimana dimaksurd pada 

ayat (1) Wajib dijamin olerh Bank pernerrima derngan angurnan yang berrkuralitas 

tinggi dan mu rdah dicairkan yang nilainya minimal serbersar jurmlah krerdit ataur 

diterrimanya Perrlindurngan hurkurm yang dibe rrikan apabila terrjadi wanprerstasi olerh 

  

                                                 
 

 26 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum, PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta,  2019, hal 9. 

 27 Margono, Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, 

Penerbit Sinar Grafika. Jakarta, 2019, hal. 124. 
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derbiturr terrhadap krerditurr adalah derngan mermberrikan sarana u rntu rk pernyerlersaian, 

yaitu r Perngadilan Nergerri. 

Perrjanjian krerdit mernjadi su ratu r perrjanjian u rtama yang wajib 

dilaksanakan   kertika  kerduranya  yaitu r   krerditurr dan  derbiturr terlah serpakat  urntu rk  

mermberrikan dan me rnggurnakan fasilitas krerdit. Urmurmnya su ratu r perrjanjian 

krerdit biasanya dise rrtakan pu rla adanya jaminan ke rberndaan yang ke rmurdian 

diturangkan dalam su ratu r perrjanjian jaminan yang me rmiliki hak kerberndaan serperrti 

jaminan fidu rsia dan Hak Tanggurngan.1028 

 

C. Kedudukan Gugatan Wanprestasi Bank Dalam Gugatan Sederhana 

 

Dasar hurkurm dari gurgatan serderrhana diturangkan dalam Perraturran 

Mahkamah Agurng PErRMA No.4 Tahurn 2019 terntang Tata Cara Pernye rlersaian 

Gurgatan Serderrhana. kerdurdurkan gurgatan wanprerstasi mermiliki perran pernting 

dimana Wanprerstasi atau r tidak dipe rnurhinya prerstasi merrurpakan perrburatan 

hurkurm, ternturnya akan mernimburlkan akibat hurkurm, Gurgatan serderrhana diajurkan 

terrhadap perrkara derngan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 

500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah). Small Claim Courrt ju rga dikernal di 

berrbagai nergara yang mernganurt sisterm hurkurm common law systerm, serbagai 

suratur bernturk pernye rlersaian perrkara sercara cerpat, serderrhana, dan murrah derngan 

didasarkan pada bersar kercilnya nilai objerk serngkerta.1129 

                                                 
 28 Indra jaya, Rudi dan Ikmasari Ika, Kedudukann Aktaa izyn Roya HT sebagai Pengganti 

Sertifikat Hak Tanggungan Yang Hilang, Visimedia, Jakarta, 2016. hal. 1. 

 29 Nevey.V.A, “Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, Jurnal 

Penelitian Hukum De Jure, Vol. 18, No. 3, 2018, hal. 384. 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d6352e65178e/peraturan-mahkamah-agung-nomor-4-tahun-2019
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d6352e65178e/peraturan-mahkamah-agung-nomor-4-tahun-2019
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Kerdu rdurkan gurgatan wanprerstasi bank dalam gurgatan serderrhana 

mermiliki berberrapa karakterristik pernting ataur Kerpastian Hurkurm, Prosers 

pernye rlersaian gurgatan serderrhana mermberrikan kerpastian hurkurm yang cerpat bagi 

bank serbagai pernggurgat dan derbiturr serbagai terrgurgat. Derngan batas waktur  

pernye rlersaian  yang rerlatif singkat, para pihak tidak perrlur mernurnggur lama urnturk 

merndapatkan purtursan. Gurgatan serderrhana dirancang urnturk merngurrangi waktu r 

dan biaya yang diperrlurkan dalam pernyerlersaian serngkerta.  

Hal ini sangat berrmanfaat bagi bank yang serring mernghadapi banyak   

kasurs   wanprerstasi  dari  derbiturr, Prosers  gurgatan  serderrhana  lerbih  serderrhana 

dibandingkan derngan proserdurr perradilan biasa. Hal ini mermurdahkan bank dalam 

mernyursurn dan merngajurkan gurgatan serrta mernghermat surmberr daya yang 

diperrlurkan. Purtursan dalam gurgatan serderrhana mermiliki kerkuratan erkserkurtorial 

yang sama derngan purtursan perrdata biasa.  

Bank dapat sergerra merngerkserkursi purtursan urnturk merndapatkan 

permbayaran dari derbiturr yang wanprerstasi. Kerdurdurkan gurgatan wanprerstasi 

bank dalam gurgatan serderrhana dibatasi olerh nilai klaim maksimal yang diaturr 

dalam PErRMA. Bank harurs mermastikan bahwa nilai klaim tidak merlerbihi batas 

yang ditertapkan agar gurgatan dapat diterrima dalam merkanismer gurgatan 

serderrhana. Tidak sermura serngkerta wanprerstasi dapat diserlersaikan merlaluri 

gurgatan serderrhana. Hanya serngkerta derngan karakterristik terrterntur yang 

serderrhana dan tidak mermerrlurkan permburktian yang komplerks yang dapat 

diterrima. 
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Merskipurn gurgatan serderrhana mernawarkan banyak kerurnturngan, ada 

berberrapa tantangan dan kerterrbatasan yang perrlur diperrhatikan olerh bank dalam 

merngajurkan gurgatan wanprerstasi, berberrapa kasurs wanprerstasi murngkin 

merlibatkan isur-isur komplerks yang mermerrlurkan permburktian yang merndalam  

dan tidak cocok urnturk diserlersaikan merlaluri gurgatan serderrhana.  Batas urntu rk nilai 

klaim yang ditertapkan dalam PErRMA mermbatasi bank urnturk mernggurnakan 

merkanismer ini hanya pada serngkerta derngan nilai yang rerlatif kercil. Merskipurn 

purtursan  gurgatan   serderrhana   mermiliki  kerkuratan  erkserkurtorial, prosers  erkserkursi  

masih bisa mernghadapi tantangan, terrurtama jika derbiturr tidak kooperratif atau r 

tidak mermiliki asert yang curkurp. 

Kerdu rdurkan gurgatan wanprerstasi sangat berrhurburngan errat derngan 

somasi, dimana tidak dipe rnurhinya atau r lalai dalam me rlaksanakan kerwajiban 

serbagaimana yang te rlah diterntu rkan dan dise rpakati para pihak dalam pe rrjanjian 

yang dibu rat.1230 Derbiturr yang mermernu rhi prerstasi tapi kerlirur, apabila prerstasi 

yang kerlirur terrserburt tidak dapat dipe rrbaiki lagi maka de rbiturr dikatakan tidak 

mermernurhi prerstasi sama serkali. Hal ini se rnada derngan perndapat J.Satrio bahwa 

wanprerstasi adalah su ratu r keradaan dimana derbiturr tidak mermernurhi janjinya atau r 

tidak mermernu rhi serbagaimana merstinya.1331 

 

 

                                                 
 30 Osgar S.M dan Moh. Nafri H, Pengantar Hukum Perdata,: Setara Press, Malang, 2017, 

hal. 124. 

 31 Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto, Gugatan Sederhana Teori, Praktik, dan 

Permasalahannya, Pustaka Dunia, Jakarta, 2017, hal. 68. 
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Derngan dermikian manfaat yang didapat dari ke rberradaan gu rgatan 

serderrhana adalah pe rrtama u rntu rk mermperrsingkat dan mermperrcerpat proserdurr 

pernye rlersaian serngkerta di Perngadilan urntu rk perrkara-perrkara yang nilai mate rrinya 

Rp. 500.000.000 (lima ratu rs ju rta rurpiah), kerdura dapat merngu rrangi perrkara-

perrkara yang masih dalam prosers pernye rlersaian serrta merngerferktifitaskan kine rrja 

perradilan urntu rk mermperrcerpat pernyerlersaian serngkerta 
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BAB III 

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB NASABAH MELAKUKAN 

WANPRESTASI TERHADAP KREDITUR MENURUT 

PUTUSAN  NOMOR : 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng. 

 

 

A. Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terjadinya wanprestasi 

 

Sertiap perrburatan hurkurm ternturnya akan mernimbu rlkan akibat hurkurm. 

Akibat hu rkurm yang timbu rl dari Faktor Interrnal maurpurn E rksterrnal, perrburatan 

hurkurm terrserburt mu rncurl diserbabkan olerh surbjerk hurkurm yang merlakurkan perrburatan 

ataur perristiwa hu rkurm itur serndiri. Sama halnya de rngan perrburatan hu rku rm 

wanprerstasi, dimana te rnturnya akan mernimburlkan akibat hu rkurm terrterntur bagi para 

pihak. Sercara gernerral, terrdapat 4 (ermpat) akibat hu rkurm yang dapat mu rncurl dari 

adanya wanprerstasi, yaitu r: 

1. Tertap adanya perrikatan. 

 Apabila terrjadi kerterrlambatan derbiturr dalam me rmernurhi prerstasi, maka 

krerditurr masih dapat me rnurnturt perlaksanaan dari pre rstasi terrserburt. Hal ini 

berrarti perrjanjian yang me rngikat derbiturr dan krerditurr serberlurmnya masih 

tertap ada dan berrjalan. 

2. Derbiturr mermpurnyai kerwajiban mermbayar ganti ru rgi kerpada Krerditurr. 

 Krerditurr mermpurnyai hak u rnturk mernurnturt ganti ru rgi atas kerterrlambatan 

ataur perrbu ratan wanprerstasi yang dilaku rkan olerh derbiturr. Hal ini 

dikarernakan krerditurr dianggap akan me rndapatkan   ke rurnturngan apabila 
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Derbiturr dapat mernjalankan derngan baik. 

3. Jika halangan atau r keradaan mermaksa timbu rl serterlah derbiturr merlakurkan 

wanprerstasi, maka be rban risiko be rralih u rnturk kerrurgian derbiturr. 

Dikercuralikan dalam hal adanya ke rsalahan bersar ataur kersernjangan dari 

krerditurr. Maka, derbiturr tidak dibernarkan dalam hal be rrpergang terrhadap 

keradaan mermaksa. 

4. Krerditurr dapat mermberbaskan diri dari ke rwajibannya dalam me rmberrikan 

kontra prerstasi derngan mernggurnakan Pasal 1266  

5. KUrH Perrdata, apabila pe rrikatan lahir dari pe rrjanjian timbal balik.132 

Surberkti serlanjurtnya ju rga merrurmurskan bahwa akibat-akibat yang dapat 

murncurl dari adanya pe rrburatan wanprerstasi adalah: 

1) Adanya permbayaran kerrurgian yang dide rrita olerh krerditu rr ataur dapat 

diserburt jurga derngan mermbayar ganti ru rgi. 

2) Permercahan perrjanjian atau r lerbih urmurm dikernal derngan permbatalan 

perrjanjian.Jika pe rrburatan wanprerstasi terrserburt dibawa ker murka hakim 

urnturk diperrkarakan, maka yang kalah wajib me rmbayar biaya perrkara. 

Derbiturr dapat dikatakan te rlah lalai dalam me rlaksanakan ke rwajibannya 

serterlah diberrikan serburah surrat ataur akta yang mernyatakan bahwa derbiturr terrserburt  

 

                                                
 32 Aris Prio A.S, dkk, Kapita Selekta Hukum Perdata, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022, 

hal. 60. 
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terlah lalai dalam me rlaksanakan kerwajibannya sersurai derngan apa yang te rlah 

diperrjanjian derngan pihak kre rditurr. Berrdasarkan kerternturan Pasal 1238 Kitab 

Urndang-urndang Hurkurm Perrdata bahwa “Si be rrurtang adalah lalai, apabila ia 

derngan su rrat perrintah atau r derngan serburah akta serjernis itu r terlah dinyatakan lalai, 

ataur dermi perrikatannya serndiri, ialah jika ini me rnertapkan bahwa si berrurtang harurs 

dianggap lalai de rngan lerwatnya waktur yang diternturkan.233 

Dilihat dari pernyerbab  terrjadinya  wanprerstasi  dapat  berrasal  dari  pihak  

derbiturr  serndiri,  pihak  bank,dan  pihak lainnya  yang  berrsangkurtan,  serperrti  

perristiwa  yang  mernimburlkan  kermacertan  permbiayaan  dan kondisi  

perrerkonomian  nergara.  Wanprerstasi  dapat  dicergah  ataur  diminimalisir  derngan  

urpaya mermberri  perrhatian  khursurs  terrhadap  pihak-pihak  yang  mernjadi  pernyerbab  

terrjadinya  wanprerstasi.334 

Pernyalurran dana yang dilakurkan olerh Bank BPR dalam bernturk krerdit urnturk 

merningkatkan taraf hidurp masyarakat mermergang perranan yang sangat pernting 

dalam perrerkonomian Derbiturr. Krerdit merrurpakan bagian terrbersar dari sertiap asert 

yang dimiliki olerh BPR yang berrsangkurtan. Dalam mermberrikan krerdit, Bank BPR 

harurs  siap mernerrima  risiko               krerdit   yang           mernyerbabkan       krerdit  

 

                                                
 33 Pamela Cleopatra Sajow, "Kajian Yuridis Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Dalam 

Perjanjian Kredit Dengan Pembebanan Hak Tanggungan." Lex Privatum 10.1 (2022). hal.  173. 

 34 Fadila Syahfira, Analisis Penyebab Terjadinya Wanprestasi Pada Pembiayaan KPR Syariah 
Dan Penyelesaiannya Pada Produk Murabahah Di PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya, 

Journale, ISSN: 2987-842XVol. 2 No.1 Februari2023, hal.  230. 
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terrserburt mernjadi berrmasalah. Risiko krerdit merrurpakan risiko bahwa nasabah tidak 

dapat ataur tidak akan dapat mermbayar kermbali jurmlah pinjaman yang diperrolerh  

dari BPR  berserrta burnganya sersurai  derngan jangka  waktur  yang  terlah diternturkan. 

Krerdit berrmasalah merrurpakan siturasi di mana BPR mernyerturjuri permbayaran 

pinjaman merlibatkan risiko kergagalan.  

Krerdit berrmasalah mernurnjurkkan kermampuran manajerme rn BPR dalam 

merngerlola krerdit yang diberrikan, krerdit berrmasalah dapat dilihat dari rasio 

Nonperrforming Loan (NPL) suratur perrbankan derngan merlihat pada laporan 

kerurangannya. Serhingga sermakin tinggi NPL, maka sermakin rerndah kuralitas krerdit 

BPR yang mernyerbabkan jurmlah krerdit berrmasalah. 

Dalam du rnia perrbankan, krerdit berrmasalah dapat dise rbabkan olerh 

berberrapa faktor, yaitu r faktor Interrnal dan erksterrnal serperrti: mermburrurknya kondisi 

ursaha, kergagalan u rsaha, kersurlitan kerurangan yang se rriu rs, masalah ke rlurarga ataur 

karerna sifat burrurk dari derbiturr itur serndiri. Dan ju rga dampak bu rrurk dari krisis 

kerurangan global tidak hanya me rngurrangi perrmintaan agre rgat, tertapi jurga 

mermaksa bisnis ke r dalam lingku rngan yang sermakin kompertitif. Situ rasi ini 

mermburat perrursahaan surlit berrtahan di pasar dan me rmperrbu rrurk prosperk bisnisnya.  

Faktor interrnal serperrti kerbijakan bank u rnturk mermperrtahankan su rkur burnga 

krerdit yang tinggi di te rngah kondisi pe rrerkonomian yang be rlurm stabil ju rga turrurt 

merndorong   perningkatan   krerdit   berrmasalah.   Kertika,   pinjaman   bank   yang  
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perngawasannya masih longgar ju rga dapat mernyerbabkan perningkatan krerdit 

berrmasalah. Bank te rrserburt terrurs mermperrtahankan su rkur burnga krerdit yang tinggi,  

sercara tidak langsurng perrbankan ju rstrur berrmain derngan kermurngkinan 

merningkatkan risiko krerdit berrmasalah derngan piahak pe rminjam atau r Derbiturr. 

Pernyerbab terrjadinya wanprerstasi pada PT. BPR Nu rsantara Bona Pasogit 

29 yang berralamat  di Jl. Raya Pu rsakanagara Su rbang, dimana derbiturr tidak dapat 

mermbayarkan cicilan burlanan yang terlah diserpakati sersurai derngan masa jaturh 

termpo yang berrlakur. Jika wanprerstasi ini tidak diserlersaikan maka akan terrjadi non 

perrforming loan ataur serring dikatakan serbagai krerdit macert. Krerdit macert ataur 

Non Perrforming Loan (NPL) mernjadi salah satu r pernyakit yang bisa me rnghambat 

perrkermbangan serktor jasa kerurangan. 

 C.S.T Kansil me rngatakan jika si de rbiturr tidak me rme rnurhi atau r tidak 

merlakurkan prerstasi sersurai yang diperrjanjikan, maka kre rditurr dapat mernurnturt 

gurgatan.435 

Faktor Interrnal dan Faktor Erksterrnal Krerdit macert diserbabkan olerh berrbagai 

faktor serbagai berrikurt : 

a. Faktor Interrnal 

 Faktor ini dise rbabkan olerh kerbijakan perrkrerditan yang erkspansif, 

lermahnya sisterm administrasi dan pe rngawasan krerdit serrta lermahnya 

                                                
 35 C.S.T Kansil dan Christine S.T.K, Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-asas Hukum 

Perdata),  Pradnya Paramita, Jakarta , 2004, hal. 219. 
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sisterm informasi kre rdit. Manajermern/perngawasan PT. BPR NBP 29  

yang lermah, ini ditu rnjurkan derngan tidak adanya pe rncergahan serterlah 

dilakurkan  analisis dimana  ke rlermahan  dan ancaman  Bank BPR NBP  

29 terlah dikertahuri derngan  burkti tidak ada  pe rningkatan dalam ku ralitas  

perlayanan kerpada nasabah. Pe rlaksanaan perngawasan sercara fisik atau r 

aktif derngan merngurnjurngi termpat ursaha derbitu rr tidak dilaku rkan sercara 

berrkersinambu rngan merlainkan serterlah terrjadinya turnggakan 

permbayaran derbiturr hal ini me rngakibatkan pada ke rcurrangan yang 

dilakurkan olerh derbiturr karerna mernganggap tidak adanya pe rngawasan 

sercara ru rtin. 

b.  Faktor Erksterrnal 

 Faktor erksterrnal timbu rlnya krerdit macert yaitu r ursaha derbiturr bangkru rt, 

krerdit yang dite rrima nasabah disalahgu rnakan, mu rsibah terrhadap derbiturr 

serperrti pandermi Covid-19 yang merngakibatkan me rnurrurnnya kergiatan 

erkonomi dan Terrgurgat berlurm perrnah merndapatkan rerstrurkturr dari pihak 

BPR NBP 29. 

Faktor interrnal pihak Bank BPR NBP 29 dikare rnakan Pihak bank tidak 

terliti dalam merlakurkan urnsurr permberrian krerdit. Pernyimpangan prose rdurr krerdit 

serhingga pihak krerditurr kurrang terpat dalam mermberrikan kerpurtursan permberrian 

krerdit kerpada derbiturr, Pihak kre rditurr tidak dapat me rmberrikan solu rsi kerpada 

derbiturr serhingga krerdit berrmasalah atau r macert tidak terratasi derngan terpat, 
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kurrangnya monitoring dan pe rngawasan terrhadap proserdurr krerdit dan perngawasan 

terrhadap u rsaha derbiturr.  

Faktor erksterrnal (pihak nasabah) dikare rnakan bidang u rsaha yang tidak 

mampur mernghasilkan profit jangka Panjang, Tidak ada inovasi yang dilaku rkan 

serhingga tidak ada perningkatan perndapatan, mu rsibah terrhadap derbiturr serperrti 

pandermi Covid-19 yang merngakibatkan mernurrurnnya kergiatan erkonomi dan ju rga 

Permanfaatan kerbijakan dan pe rngawasan bank yang le rmah olerh derbiturr. 

Faktor interrnal pernye rbab timburlnya krerdit macert adalah perngawasan 

krerdit dan lermahnya sisterm informasi kre rdit macert. Serdangkan faktor 

erksterrnalnya adalah ke rgagalan u rsaha derbiturr, mursibah terrhadap derbiturr ataur 

terrhadap u rsaha derbiturr, serrta mernurrurnya kergiatan erkonomi dan tingginya su rku r 

burnga krerdit. Mernilai watak serserorang sangatlah surlit. Serbaik apapurn pihak 

krerditurr dalam mernilai sertiap perrmohonan krerdit, wanprerstasi tertap saja bisa 

terrjadi. Apabila serorang derbiturr merlakurkan turnggakan ataur tidak lagi mermbayar 

angsurran krerdit atas permernurhan prerstasinya yang merrurpakan kerwajibannya 

kerpada PT.BPR Nu rsantara Bona Pasogit 29, maka derbiturr terrserburt dikatakan 

wanprerstasi. 

 

B. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana 

Pernyerlersaian  suratur  perrkara serngkerta Hurkurm  Perrdata  terntur  terrdapat  

hurkurm  acaranya  ataur proserdurr dalam prosers merncari keradilan yang harurs diikurti 

dan dihormati. Dalam rangka urnturk  terrciptanya  suratur  kerterrtiban  hurkurm  di  
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masyarakat   maka  perraturran   proserdurral  dalam   pernergakan   hurkurm  harurs 

diburat  dan  terrturlis  derngan  jerlas  surpaya  terrjadinya kerpastian  hurkurm  mernjadi  

nyata.  Dalam  prosers  mernciptakan  kerpastian  hurkurm  maka salah  satur  hal  yang  

terrjadi  adalah  terrciptanya  terrobosan  hurkurm  dalam  artian  positif surpaya hurku rm 

mernjadi sersuratur yang murdah diaksers dan erferktif dalam perlaksanaannya.536 

Pernyerlersaian gurgatan serderrhana ini merrurpakan terrobosan barur serkaligurs 

rerspon Mahkamah Agurng terrhadap perrkermbangan yang bergitur persat. Serhingga 

diburturhkan serperrangkat aturran barur urnturk mernyerlersaikan serngkerta-serngkerta. 

Derngan asasnya yang serderrhana, cerpat dan biaya ringan diharapkan dapat 

mermburka aksers yang luras bagi masyarakat dalam mermperrolerh keradilan. Wirjono 

Prodjodikoro mernderfinisikan wanprerstasi serbagai kertiadaan suratur prerstasi di 

dalam hurkurm perrjanjian, maknanya suratur hal yang harurs dilakurkan serbagai isi 

suratur kerserpakatan/perrjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonersia dapat dipakai 

istilah “perlaksanaan janji urnturk prerstasi dan kertiadaan perlaksanaannya janji urnturk 

wanprerstasi”.637 

Hakikatnya, tata cara pernye rlersaian perrkara wanpre rstasi merlaluri gurgatan 

serderrhana cernderrurng sama derngan prosers    pernyerlersaian  perrkara     wanprerstasi  

 

                                                
 36 Rosid Ahmadi, Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dengan Sederhana, Ceoat Dan Biaya 
Ringan Melalui Gugatan Sedehan, Jurnal Bevinding Vol 01 No 09 Tahun 2023, hal. 24. 

 37 Amran Suadi, Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa 

Ekonomi Syariah, Kencana, Jakarta, 2020, hal .56 



43 

 

 

 

derngan gurgatan biasa, yaitu r dimurlai derngan merlakurkan perndaftaran, permerriksaan 

di perrsidangan, hingga kerpada purtursan. Hanya saja, terrdapat berberrapa kerkhursursan 

dan permangkasan agernda  ataur  waktur  permerriksaan  yang be rrlakur dalam gu rgatan 

serderrhana, serhingga dapat terrcapainya turjuran dari gurgatan serderrhana itur serndiri 

berrurpa pernyerle rsaian perrkara derngan waktur yang singkat yaitu r paling lama 25 hari 

serjak sidang perrtama. 

Perndaftaran perrkara wanprerstasi yang diajurkan derngan gurgatan serderrhana 

diawali derngan merngisi blanko gurgatan yang diserdiakan di ker paniterraan, dimana 

blanko gurgatan ini surdah berrisi kerterrangan terrkait iderntitas para pihak, pernjerlasan 

ringkas durdurk perrkara dan turnturtan Pernggurgat, serrta wajib merlampirkan burkti 

surrat yang surdah dilergalisasi.738 

Gurgatan Serderrhana merwajibkan hakim berrperran aktif urnturk mermberrikan 

pernjerlasan terrkait acara gurgatan serderrhana sercara serimbang kerpada para pihak 

dan merngurpayakan pernyerlersaian perrkara merlaluri perrdamaian terrmasurk 

mernyarankan akan perrdamaian di lurar perrsidangan. Hakim jurga wajib mernurnturn 

para pihak dalam permburktian serrta mernje rlaskan urpaya hurkurm apa yang dapat 

ditermpurh para pihak nantinya. Kerserlurrurhan dari perran aktif hakim yang dimaksurd 

purn, harurs dilakurkan dalam perrsidangan yang dihadiri olerh para pihak, 

serbagaimana diaturr dalam Pasal 14 PE rRMA No. 4 Tahurn 2019. 

                                                
 

 38 Emna Aulia, Upaya Hukum Keberatan dari Tergugat dalam Gugatan Sederhana,  Nusa 

Media, Bandung, 2020, hal. 31. 
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Adapurn bernturk-bernturk Wanprerstasi u rnturk mernertapkan apakah serorang 

derbiturr itur terlah merlakurkan wanprerstasi dan dapat dise rle rsaikan merlaluri gurgatan 

serderrhana dapat dike rtahuri merlaluri tiga keradaan serbagai berrikurt:  

1. Derbitu rr tidak mermernurhi prerstasi sama serkali.  

2. Derbitu rr mermernurhi prerstasi, tertapi tidak baik ataur kerlirur.  

3. Derbitu rr mermernurhi prerstasi, tertapi tidak terpat pada wakturnya 

terrlambat.39 

Bernturk-bernturk Wanprerstasi mernurrurt Surberkti bernturk-berntu rk wanprerstasi, yaitu r : 

a) Tidak Mermernurhi Prerstasi. 

 Dalam hal ini, se rorang derbiturr tidak merlaksanakan ke rwajibannya 

sersurai derngan apa yang terlah di perrjanjikan. Se rbagai contoh adanya 

perrjanjian antara de rbiturr dan krerditurr PT. BPR Nu rsantara Bona 

Pasogit 29, merngernai permbayaran cicilan atas pinjaman, namu rn 

derbitu rr tidak mermbayar cicilan terrserburt sersurai derngan ju rmlah dan 

waktur yang terlah diserpakati. 

b) Mermernurhi Prerstasi Tertapi Terrlambat. 

Mermernurhi suratur prerstasi tertapi terrlambat dalam me rlaksanakannya, 

dimana derbiturr tidak merlaksanakan kerwajibannya sersurai derngan 

waktur yang terlah diperrjanjikan. 

                                                
 39 Emna Aulia, Upaya Hukum Keberatan dari Tergugat dalam Gugatan Sederhana,  Nusa 

Media, Bandung, 2020, hal. 31. 
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c) Mermernurhi Prerstasi tertapi tidak serbagaimana yang dijanjikan, atau r 

mermernurhi prerstasi sercara tidak baik. 

d) Merlakurkan sersuratur yang mernurrurt perrjanjian tidak bole rh dilaku rkan. 

Bahwa derbiturr merlakurkan sersuratur yang su rdah dilarang dalam 

perrjanjian yang te rlah diburat. Serhingga, dalam hal ini de rbiturr dapat 

dikatakan wanpre rstasi atas tindakannya terrserburt.840 

Ada berberrapa akibat hu rkurm atau rpurn sanksi yang dapat dite rrima ole rh 

derbiturr yang terlah merlakurkan wanprerstasi terrkait dalam pe rnye rlersaian serngkerta 

wanprerstasi : 

a. Mermbayar ganti ru rgi yang diderrita olerh krerditurr, Derbiturr diwajibkan 

mermbayar ganti ke rrurgian yang dide rrita olerh krerditurr (pasal 1243 

KUrH Perrdata). 

b. Permbatalan perrjanjian; Apabila perrikatan itu r timbal balik kre rditurr 

dapat mernurnturt permurtursan ataur permbatalan pe rrikatan merlalu ri 

perngadilan (pasal 1266 KU rH Perrdata) 

c. Perralihan risiko; Pe rrikatan urnturk mermberrikan sersuratur, risiko berralih 

kerpada derbiturr serjak terrjadi wanprerstasi (pasal 1237 ayat (2) KU rH 

Perrdata).  

                                                
 40 Shidarta, Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis, Prenadamedia Group, Jakarta , 2018, hal. 58. 
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d.  Mermbayar biaya perrkara atas tu rnturtan yang dilayangkan ole rh 

krerditurr. Derbiturr wajib mermbayar biaya pe rrkara jika diperrkarakan 

dimu rka perngadilan nergerri dan derbiturr dinyatakan berrsalah.941 

 

C. Wanprestasi Oleh Nasabah Dalam Pinjaman Kredit Menurut Putusan 

Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng. 

 

1. Iderntitas Para Pihak 

Iderntitas para pihak dalam pu rtursan perrkara Nomor : 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng. 

Terntang Pernyerlersaian Serngkerta Gurgatan wanprerstasi Merlalu ri Gurgatan Serderrhana. 

Iderntitas para pihak dalam pu rtursan perrkara Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng. Terntang 

Pernyerlersaian Serngkerta Gurgatan wanprerstasi Merlaluri Gurgatan Serderrhana. krerdit di 

Bank BPR NBP 29 diantaranya se rbagai Pernggurgat, yaitu r Manahan Gu rltom, Serbagai 

Pimpinan Cabang PT.BPR Nu rsantara Bona Pasogit 29, yang be rralamat di Jl. Raya 

Pursakanagara No. 5, Pursakaratu r-Pursakanagara  Su rbang, dalam hal ini be rrtindak 

dalam jabatan te rrserburt merwakili direrksi PT.BPR Nu rsantara Bona Pasogit 29 

berrkerdurdurkan di Jl.Raya Pu rsakanagara No. 5, Pu rsakaratu r-Pursakanagara Su rbang. 

Dalam hal ini me rmberrikan ku rasa kerpada Liserur Gursniawati (Jabatan Dire rkturr), 

serlanjurtnya diserburt serbagai Pernggurgat.  

                                                
 
 41 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariat Teori dan Praktik, Kencana, Jakarta, 

2017, hal. 132. 
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Adapurn pihak terrgurgat yaitu r: Taurfik Nurrdin, lahir di Su rbang pada Tanggal 

31 Marert 1986, alamat tinggal du rsurn salagerderng, RT 032 RW 007 Jati Cipu rnagara, 

perkerrjaan karyawan swasta se rlanjurtnya diserburt serbagai terrgurgat I, Novita Friska 

Madani, Termpat Lahir Su rbang, tanggal 14 oktobe rr 1985, jernis kerlamin perrermpuran, 

alamat tinggal du rsurn salagerderng, RT 032 RW 007 Jati Cipu rnagara, perkerrjaan 

merngurrurs rurmah tangga, se rlanjurtnya diserburt serbagai terrgurgat II. 

2. Kronologis atau r Durdurk Perrkara 

Kronologi yang te rrjadi dalam kasu rs wanprerstasi antara PT. BPR NBP 29 

serbagai Pernggurgat dan Taurfik Nurrdin, serbagai Terrgurgat I dan Novita Friska Madani 

serbagai Terrgurgat II yang te rrjadi akibat  Wanpre rstasi  yang dilaku rkan olerh Terrgurgat 

kerpada Pernggurgat yang merrasa diru rgikan akibat dilaku rkannya krerdit macert ataur 

wanprerstasi olerh Terrgurgat I dan Terrgurgat II.  

Berrdasarkan su rrat yang terrdaftar di ke rpaniterraan Perngadilan Nergerri Surbang 

derngan Rergisterr Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng, kronologi kasu rs yang terrjadi dalam 

kasurs rwanprerstasi ini antara pernggurgat yaitu r Bank BPR NBP 29 me rlawan terrgurgat 

I Taurfik Nurrdin dan Novita Friska Mardani se rbagai terrgurgat II terrjadi dikarernakan 

terrgurgat I dan terrgurgat II tidak mernjalankan kerwajibannya u rnturk mermbayar kermbali 

pinjaman/krerdit sersurai derngan perrjanjian yang terlah diserpakati derngan perrjanjian 

krerdit No.11504/IX/2018 (Terrturlis) dimana Terrgurgat merndapatkan krerdit derngan 

nilai pinjaman serbersar Rp 150.000.000, (Serraturs Lima Purlurh Jurta Rurpiah).  

Sercara urmurm yang mernjadi dasar wanpre rstasi ini adalah te rrgurgat I dan 

terrgurgat II tidak me rmernurhi prerstasinya serbagaimana yang terlah diserpakati sersurai 



48 

 

 

 

derngan Su rrat perrjanjian krerdit No.11504/IX/2018 yang dikerlurarkan pada tanggal 24 

Serptermberr 2018, bahwasannya te rrgurgat I dan terrgurgat II merndapatkan krerdit serbersar 

Rp 150.000.000, (Serraturs Lima Purlurh Jurta Rurpiah). 

Bahwa hal kerternturan dalam perrjanjian krerdit terrserburt, yakni mermurat antara 

lain Bersar pinjaman pokok Rp. 150.000.000, (Serraturs Lima Purlurh Jurta Rurpiah) dan 

Burnga berrlakur 27% flater rater perr tahurn dari poko pinjaman, Angsurran sertiap burlanya 

serbersar Rp.6.5000.000 (Ernam Jurta Lima Raturs Ribur Rurpiah), Lama pinjaman 48 

(Ermpat Purlurh Derlapan) burlan ( serjak 24 Serptermberr 2018 ) sampai derngan  (24 

Serptermberr 2022). Dernda 0,5 perr hari dari angsurran yang terrturnggak (pokok dan 

burnga). Yang harurs dibayar sertiap bu rlannya, derngan angurnan berrurpa serbidang tanah 

Tanah dan bangu rnan derngan Serrtifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1108 atas nama 

Taurfik Nurrdin derngan Su rrat Urkurr Nomor 958/Jati/2019 Lu ras 156 M2 terrlertak di Kp 

Salagerdang RT 032/RW 007 Jati Cipu rnagara. 

 Dari kronologis kasu rs diatas maka sau rdara Taurfik Nurrdin dinyatakan lalai 

sersurai derngan Pasal 1238 KU rH Perrdata yang mernyerburtkan bahwa : ”Derbiturr 

dinyatakan lalai de rngan su rrat perrintah, ataur derngan akta serjernis itur ataur berrdasarkan 

kerkuratan dari perrikatan serndiri, yaitu r bila perrikatan ini merngakibatkan derbiturr harurs 

dianggap lalai de rngan lerwatnya waktur yang terlah diternturkan.” Berrdasarkan     pada  
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perraturran u rndang-urndang terrserburt, jerlas bahwa sau rdara Taurfik Nurrdin dan Novita 

Friska Mardani dianggap me rlakurkan kerlalain dan wanpre rstasi terrhadap PT. Bank 

BPR NBP 29 dan me rrurgikan PT. BPR NBP 29 serbagai pernggurgat. 

Perrtimbangan Hakim me rrurpakan salah satu r asperk terrpernting dalam 

mernernturkan terrwurjurdnya nilai dari su ratur purtursan hakim yang me rngandurng keradilan 

dan merngandurng kerpastian hurkurm, di samping itu r jurga merngandurng manfaat bagi 

para pihak yang be rrsangkurtan serhingga perrtimbangan hakim itu r harurs disikapi 

derngan terliti, baik, dan ce rrmat. Apabila perrtimbangan hakim yang be rrasal dari 

perrtimbangan Hakim te rrserburt akan dibatalkan ole rh Perngadilan Tinggi atau r 

Mahkamah Agu rng.1042 

Purtursan Hakim di pe rngadilan dapat mermberrikan keradilan dan kerpastian 

hurkurm kerpada masyarakat yang se rdang merncari keradilan. Serburah purtursan yang baik 

ternturnya tidak serkerdar formu rlasinya saja, akan te rtapi haru rs didurkurng dan sersurai 

derngan prosers perrsidangan. Se rorang hakim yang sarat derngan terori-terori kerilmuran, 

urtamanya bidang hu rkurm formil mau rpurn hurkurm materril dapat diaplikasikan dalam 

permerriksaan perrsidangan derngan terpat dan bernar. Kermurdian dapat diturangkan dalam 

bernturk purtursan yang dapat me rmernurhi rasa keradilan dan me rmberrikan kerpastian 

hurkurm serrta dapat me rmberrikan manfaat ke rpada Para Pihak yang be rrserngkerta. 

                                                
 42 Jonaedi. Efendi, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai 

Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat, Prenada Media, Jakarta, 2018, hal. 45. 
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Derngan adanya Pu rtursan Hakim yang be rrkerkuratan hu rkurm tertap mernjadikan 

sersuratur mernjadi jerlas dan pasti staturs hurkurmnya dan tidak me rnimburlkan kerraguran. 

Purtursan yang baik adalah  pu rtursan yang merme rnurhi  kerburturhan teroritis dan praktis. 

Teroritis isi   dan   pe rrtimbangan  dalam   pu rtursan  terrserburt   dapat   dipe rrtanggu rng   

jawabkan mernurrurt Ilmu r Hurkurm dan praktis be rrarti dapat me rnyerlersaikan perrsoalan, 

dirasa bernar, adil dapat dite rrima olerh para Pihak. Pu rtursan yang dermikian di dalamnya 

terrkandurng keradilan, kerpastian dan kermanfaatan.  

Adapurn yang me rnjadi dasar perrtimbangan hakim dalam me rnjaturhkan 

hurkurman ganti ru rgi dan perrburatan merlakurkan wanprerstasi kerpada terrgurgat I Taurfik 

Nurrdin dan te rrgurgat II Novita Friska Madani dalam pu rtursan perrkara Nomor 

9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng  adalah serbagai berrikurt : Serlanjurtnya Majerlis akan 

mermperrtimbangkan, apakah be rnar para Terrgurgat terlah merlakurkan ingkar 

janji/wanprerstasi serperrti yang terrmurat dalam gu rgatan serderrhana. Mernimbang, bahwa 

yang dimaksu rd wanprerstasi (Kerlalaian atau r Keralpaan) adalah : “Apabila si be rrurtang 

derbiturr) tidak merlakurkan apa yang di pe rrjanjikannya, atau r jurga ia merlanggar 

Perrjanjian, bila ia me rlakurkan atau r berrburat sersuratur yang tidak bole rh”. 

Mernimbang, bahwa jika dihu rburngkan derngan dalil-dalil gurgatan serderrhana 

Pernggurgat poin 3dan 4, dan serlain itu r jurga berrdasarkan su rrat perrjanjian krerdit Nomor 

: 11504/IX/2018, yang dibu rat olerh Pernggurgat dan para Terrgurgat pada tanggal 24 

Serptermberr  2018, sercara tergas mernyatakan bahwa derngan terlah lerwatnya waktur saja 

surdah cu rkurp mermburktikan para       Terrgurgat terlah       lalai atau r    merlakurkan ingkar  
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janji/wanprerstasi. Mernimbang, bahwa dari bu rkti surrat terrtanda P-1 sampai derngan P-

12 terrserburt  sertiap burlanya para Terrgurgat tertap mermernurhi kerwajibanya, hanya saja 

pada burlan Novermberr 2019 para Terrgurgat tidak merlakurkan permbayaran  

lagi, serbagaimana dalam bu rkti surrat berrtanda P-4 yaitur surrat perngakuran hurtang yang 

terlah diperrjanjikan olerh Pernggurgat dan para Terrgurgat. 

Mernimbang,  bahwa derngan tidak dibayarkan ole rh para Terrgurgat nilai hurtang 

para Terrgurgat kerpada Pernggurgat serbersar Rp150.000.000, (Serraturs Lima Pu rlurh Jurta 

Rurpiah) sersurai derngan bu rkti su rrat yang diaju rkan olerh Pernggurgat, yaitu r burkti 

berrtanda P-2 dan P-3. Mernimbang bahwa ju rmlah tagihan yang haru rs dibayar ole rh 

para Terrgurgat dimana serharursnya  sertiap bu rlanya harurs mermbayar Rp.6.500.000 

(Ernam Ju rta Lima Ratu rs Ribur Rurpiah), dan se rjak burlan Novermberr 2019 tidak 

mermbayar dimana sisa hu rtang Pernggurgat serbersar Rp 373.065.000 (Tiga Ratu rs Turjurh 

Purlurh Tiga Ju rta Ernam Pu rlurh Lima Ribu r Rurpiah) berserrta  derngan burnganya. 

Mernimbang, bahwa be rrdasarkan perrtimbangan-perrtimbangan di atas 

dikaitkan derngan macam-macam wanprerstasi dalam Hu rkurm Perrjanjian di atas, maka 

para Terrgurgat terlah terrburkti merlakurkan perrburatan wanprerstasi serperrti yang 

terrcantu rm dalam je rnis wanprerstasi point 2 dan point 3, yaitu r merlaksanakan apa yang 

dijanjikanya, tertapi tidak serbagaimana dijanjikannya te rtapi terrlambat. Mernimbang 

bahwa para Terrgurgat su rdah serpakat serberlurmnya u rnturk merningkatkan diri pada 

Pernggurgat urnturk mermernurhi isi perrjanjian berrsama dalam Pasal 1338 KU rH Perrdata  

 



52 

 

 

 

diserburtkan: “Sermura Perrserturjuran yang dibu rat sercara sah berrlakur serbagai u rndang-

urndang bagi merrerka yang mermburatnya”.  

Serlain hal terrserburt, maka derngan dermikian para Terrgurgat terlah merlakurkan 

perrburatan ingkar  janji/wanpre rstasi  terrhadap  apa  yang apa  yang te rlah  

diserpakati serberlurmnya, serlain itu r purla serharursnya dan serpaturtnya para Terrgurgat 

merngertahuri terntang risiko yang akan te rrjadi serlama prosers permernurhan kerwajiban 

merrerka terrserburt, walau rpurn berlurm jaturh termpo permbayaran, para Terrgurgat terlah 

dapat dikatakan terlah merlakurkan wanprerstasi atas dasar ke rlalaian merrerka dalam 

mermbayarkan ju rmlah tagihan ku rrang dari ju rmlah yang serharu rsnya dibayarkan sertiap 

burlanya. 

Mernimbang bahwa berrdasarkan perrtimbangan di atas, terrhadap point 2 (dura) 

dan 3 (tiga), ole rh karerna para Terrgurgat tidak merlakurkan permbayaran sersurai derngan 

perrjanjian serbagaimana yang dipe rrjanjikan terrserburt, maka pertiturm ini haru rslah 

dikaburlkan, Mernimbang bahwa point 4 (ermpat), serterlah Hakim merlihat bu rkti surrat  

yang diaju rkan olerh Pernggurgat dimana te rrdapat Serrtifikat (SHM)  Nomor 1108 atas 

nama Tau rfik Nurrdin derngan surrat urkurr Nomor 958/Jati/2019 Luras 156 M2 terrlertak 

di Kp. Salage rdang RT 032/RW 007 Jati Cipu rnagara Su rbang, surdah dilaku rkan 

perndaftaran Hak Tanggu rngan, maka terrhadap pertiturm ini para Te rrgurgat tidak dapat 

mermbayar kerwajibanya, dan u rnturk itur terrhadap hak tanggu rngan ini urnturk dilerlang 

urnturk mernurturpi hu rtangnya, olerh serbab itu r pertiturm ini patu rtlah dikabu rlkan. 

Mernimbang, bahwa te rrhadap pertitu rm ker-5 (Lima) terrhadap dernda yang dimintakan 

olerh Pernggurgat kerpada Terrgurgat tidak dapat dikabu rlkan, karerna kertika mermburat 
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perrjanjian hu rtang piu rtang terrserburt surdah diternturkan burnga, maka u rnturk itu r pertiturm 

ini tidak dikabu rlkan. 

Mernimbang, bahwa pe rtiturm ker-6 (ernam), Hakim akan 

mermperrtimbangkan se rbagai berrikurt yaitu r perlaksanaan pu rtursan terrkait gu rgatan 

serderrhana adalah pada tahap pe rlaksanaan pu rtursan, apabila isi pu rtursan berrurpa 

perngermbalian serjurmlah u rang maka terrhadap jaminan terrserburt dimohonkan le rlang 

erkserkursi Perngadilan kerpada direrkturr Jerndral Kerkayaan Nergara  Kantor Perlayanan 

Kerkayaan Nergara dan lerlang derngan serberlurmnya mermernurhi syarat u rmurm dan 

khursurs dari lerlang erkserkursi dari lerlang erkserkursi perngadilan sersurai derngan kerternturan 

Pasal 200 HIR, Pasal 214 sampai derngan pasal 274 RBg, maka be rrdasarkan bu rkti 

surrat yang diaju rkan Pernggurgat dimana Se rrtifikat (SHM) Nomor 1108 Atas nama 

Taurfik Nurrdin derngan su rrat urkurr Nomor 958 Lu ras 156 M2 terrlertak di Kp.Salagerdang 

RT 032/RW 007 Jati Cipu rnagara Surbang surdah didaftarkan dalam hak tanggu rngan, 

olerh serbab itur terrhadap pertiturm ini dapat dikabu rlkan. 

Mernimbang bahwa terrhadap pertiturm ker-7 (turjurh) tidak dapat dikabu rlkan 

karerna dalam gu rgatan serderrhana, pu rtursan berrsifat final dan banding, dimana u rpaya 

Hurkurm yang dapat dilaku rkan olerh para pihak yang tidak me rnerrima pu rtursan 

perngadilan dapat dilaku rkan urpaya kerberratan, sersurai derngan PE rRMA Nomor 4 Tahu rn 

2019 terntang perrurbahan PErRMA Nomor 2 Tahu rn 2015 terntang cara pernyerlersaian 

Gurgatan Serderrhana.  
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Mernimbang, bahwa be rrdasarkan perrtimbangan-perrtimbangan di atas, 

maka   gu rgatan   serderrhana  Pernggurgat  dinyatakan  dikabu rlkan  urnturk serbagian dan  

mernolak  serbagian serlerbihnya. Mernimbang, bahwa  karerna  gurgatan  Pernggurgat 

dikaburlkan    urnturk  serbagian  dan   me rnolak    serbagian lagi,  maka  para  Terrgurgat  

serpantasnya pu rla diberbani mermbayar biaya pe rrkara serbersar dalam amar purtursan 

dibawah : Mermperrhatikan Pasal 200 HIR, dan PE rRMA Nomor 4 Tahu rn 2019 terntang 

perrurbahan PE rRMA Nomor 2 Tahu rn 2015 terntang tata cara Pernyerlersaian Gurgatan 

Serderrhana dan kerterntu ran yang berrkernan derngan perrkara ini. 

Merngadili : 

1. Merngaburlkan gu rgatan Pernggurgat Serbagian. 

2. Mernyatakan Terrgurgat terlah ingkar janji/wanprerstasi terrhadap perrjanjian 

Krerdit No. 11504/IX/2018. 

3. Mernyatakan para Terrgurgat urnturk mermbayar kerwajibanya baik hurtang 

pokok , burnga dan dernda yang saat ini perr tanggal 30 Marert 2021 serbersar 

Rp.373.065.000 (Tiga Raturs Turjurh Purlurh Tiga Jurta Ernam Purlurh Lima 

Ribur Rurpiah). 

4. Mernertapkan sita jaminan atas objerk tanah dan bangurnan derngan Serrtifikat 

(SHM) Nomor 1108 Atas nama Taurfik Nurrdin derngan surrat urkurr Nomor 

958/Jati/2019 Luras 156 M2 terrlertak di Kp. Salagerdang RT 032/RW 007 

Jati Cipurnagara Surbang ( yang saat dilakurkan prosers Akad Krerdit berrurpa 

AJB prosers SHM. Dan saat ini surdah di APHT mernghurkurm Terrgurgat 
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urnturk mermbayar biaya yang timburl, biaya pernagihan, perrkara serbersar 

Rp.20.000.000 ( Dura Purlur Jurta Rurpiah). 

5. Mernyatakan apabila Terrgurgat tidak merlakurkan/mernjalankan purtursan 

nantinya dikerlurarkan olerh Perngadilan Nergerri Surbang, Pernggurgat merminta 

urnturk dilakurkan E rkserkursi perngosongan Jaminan olerh perturgas Perngadilan 

Nergerri Surbang. 

6. Mernghurkurm para Terrgurgat urnturk mermbayar biaya perrkara ini serbersar 

Rp.570.000.00 (Lima Raturs Turjurh Purlurh Ribur Rurpiah). 

7. Mernolak gurgatan Pernggurgat urnturk serlerbihnya. 

Dermikian dipu rturskan olerh Hakim Perngadilan Nergerri Surbang, pada hari 

Serlasa, tanggal 18 Me ri 2021, olerh Gorga Gurnturr, S.H.,M.H. derngan dibantu r Iis 

Sursilawati, Panite rra perngganti Perngadilan Nergerri terrserburt serrta dihadiri ole rh kurasa 

Pernggurgat, dan dihadiri Te rrgurgat I, dan Terrgurgat I serbagai ku rasa dari Terrgurgat II. 

Hakim kermurdian merngadili perrkara yang didasarkan atas perrtimbangan hurkurm serrta 

burkti-burkti rerlervan, lalur mermurturs perrkara yang diturangkan dalam Purtursan No. 

9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng. Adapurn pertiturm gurgatan yang mernjadi turnturtan Para 

Pernggurgat diterrima serbagian olerh hakim yang pada intinya adalah “mernyatakan 

Terrgurgat terlah terrburkti sercara sah merlakurkan perrburatan wanprerstasi, mernghurku rm 

Terrgurgat urnturk mermbayar urang kerpada Pada Pernggurgat serbersar Rp.373.065.000 

(Tiga Raturs Turjurh Purlurh Tiga Jurta Ernam Purlurh Lima Ribur Rurpiah) dan mernghurku rm 

Terrgurgat urnturk mermbayar biaya perrkara serbersar Rp. 570.000.000 (Lima Ratu rs Turjurh 

Purlurh Ribu r Rurpiah)”. 
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Suratur perrnyataan Hakim se rbagai perjabat Nergara yang diu rcapkan di mu rka 

perrsidangan de rngan tu rjuran urnturk merngakhiri atau r mernyerlersaikan suratur perrkara ataur 

serngkerta antara para pihak yang saling be rrkerperntingan. Purtursan Hakim adalah 

purtursan akhir dari su ratur permerriksaan perrsidangan di pe rngadilan.1143 

Hakim mermpurnyai turjuran mernergakkan kerbernaran dan keradilan serrta dalam 

turgasnya wajib serlalu r mernjurnjurng tinggi hurkurm. Kerhidurpannya tidak dibernarkan 

merlakurkan tindakan-tindakan yang tidak se rsurai derngan norma-norma kerhormatan 

dan haru rs mermpurnyai kerlakuran pribadi yang tidak cacat.  Hakim, se rbagai salah satu r 

perjabat kerkurasaan kerhakiman yang merlaksanakan prosers perradilan, terrmasurk jurga 

prosers perradilan perrdata, su rdah terntur mermpurnyai tanggu rng jawab yang bersar 

terrhadap lahirnya Pu rtursan Hurkurm bagaimanapu rn mermburturhkan moral. 44 

Mernurrurt Pernurlis berrdasarkan perrtimbangan Hakim dalam permburktian, 

Hakim urnturk mernerrapkan sita jaminan terlah merlihat burkti-burkti yang diberrikan olerh 

Pernggurgat agar dapat mermperrkurat perrnyataan dan perrmohonan sita jaminan dari 

Pernggurgat, perrmohonan terrserburt jurga diperrkurat derngan para Terrgurgat yang tidak 

mermbantah sermura gurgatan dari Pernggurgat, serhingga Hakim dapat mernerrapkan sita 

jaminan terrserburt berrdasarkan derngan adanya burkti berralasan dari Pernggurgat       

                                                
 43 Sarwono, Hukum Acara PerdataTeori Dan Praktik, Sinar Grafik, Jakrta 2014, hal. 221. 

 44 Bason Madiong, , Lidya Resty Amalia. Filsafat Ilmu Hukum. Rajawali Pers, Depok, 2022. 

Hal. 103. 
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terrhadap Terrgurgat  I dan Terrgurgat II, kermurdian burkti-burkti kurat yang 

mernyatakan bahwa para Terrgurgat terlah merlakurkan Wanprerstasi terrhadap 

Pernggurgat.  

Derngan berrdasarkan hal-hal terrserburt Hakim mernilai dan mernimbang 

bahwa terrdapat alasan yang merndersak dari Pernggurgat serhingga perrmohonan 

Pernggurgat dalam pernerrapan sita jaminan pada atas objerk tanah  dan bangurnan 

derngan serrtifikat hak milik (SHM) Nomor 1108 Atas nama Taurfik Nurrdin serbagai 

pihak Terrgurgat dapat diterrima dan dinyatakan sah dalam persidangan. 
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BAB IV 

PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN WANPRESTASI 

OLEH BANK BPR 29 TERHADAP DEBITUR MELALUI 

GUGATAN SEDERHANA BERDASARKAN PUTUSAN  

NOMOR : 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng. 

 

A. Ketentuan Dan Proses Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa 

Wanprestasi Pinjaman Kredit 

 

Sersurai derngan kerternturan PE rRMA Nomor 4 Tahu rn 2019 terntang Tata Cara 

Pernyerlersaian Gurgatan Serderrhana, Pernggurgat perrtama-tama merndaftarkan gu rgatan 

pada kerpaniterraan perngadilan bidang pe rrdata. Kerterntu ran dan prosers gurgatan 

serderrhana dalam pernyerlersaian serngkerta wanprerstasi pinjaman kre rdit, Pernggurgat jurga 

dapat merndaftarkan gu rgatannya derngan merngisi blangko gu rgatan yang diserdiakan di 

kerpaniterraan, yang be rrisi kerterrangan merngernai iderntitas pernggurgat dan terrgurgat, 

pernjerlasan ringkas du rdurk perrkara, dan turnturtan pernggurgat. Pernggurgat wajib 

merlampirkan bu rkti su rrat yang su rdah dilergalisasi pada saat me rndaftarkan gu rgatan 

serderrhana.45 

Urndang-urndang Nomor 12 Tahurn 2011 terntang Permbernturkan Perraturran 

Perrurndang-urndangan. Akan tertapi perraturran terrserburt mermpurnyai perrmasalahan yang 

berrterntangan derngan Urndang-urndang Nomor 48 Tahurn 2009 Kerkurasaan Kerhakiman. 

Perrmasalahan terrserburt adalah pernggurnaan dari Hakim Turnggal yang  mana hal  ini 

tidak      sersurai     derngan       kerternturan      yang       ada       di         Urndang-urndang  

                                                
  45 Hery Shietra, Artikel Explanasi Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, efisien dan 

cepat, http://hery-shietra.blogspot.co.id/2015/08/tata-cara-penyelesaian-gugatan-perdata.html diakses 

pada tgl 25 Maret 2024, pkl 08.10 WIB. 

http://hery-shietra.blogspot.co.id/2015/08/tata-cara-penyelesaian-gugatan-perdata.html
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kerkurasaan kerhakiman yang serkurrang-kurrangnya majerlis Hakim berrjurmlah 3 

orang. Kerdurdurkan Hakim Turnggal dalam gurgatan serderrhana ini berrturjuran agar 

prosers perrsidangan mernjadi lerbih cerpat dan erfisie rn yang mana hal ini 

mermprerserntasikan bahwa perradilan di Indonersia mernganurt asas perradilan cerpat, 

serderrhana dan biaya ringan. Perraturran Mahkamah Agurng tidak bolerh 

berrterntangan derngan urndang-urndang yang terlah ada. 

Mahkamah Agurng mermang dapat mermburat produrk hurkurm akan tertapi 

produrk hurkurm terrserburt Perraturran Mahkamah Agurng yang serharursnya tidak bolerh 

berrterntangan derngan urndang-urndang yang terlah ada. urndang-urndang Kerkurasaan 

Kerhakiman adalah payurng dari PE rRMA Gurgatan Serderrhana. Hakim turnggal 

digurnakan karerna agar prosers perrsidangan mernjadi lerbih cerpat dan erfisie rn. 

Perrsidangan mernjadi lerbih cerpat dan erfisiern dikarernakan hakim turnggal tidak akan 

merngalami perrberdaan perndapat. Jadi, kerdurdurkan hakim turnggal dalam PE rRMA 

Gurgatan Serderrhana masih dianggap berrterntangan derngan kerdurdurkan Majerlis 

Hakim dalam urndang-urndang Kerkurasaan Kerhakiman.146 

Paniterra Mu rda Perrdata kermurdian akan merlakurkan permerriksaan syarat 

perndaftaran gu rgatan serderrhana, dan merngermbalikan gu rgatan bila gu rgatan terrserburt 

tidak mermernurhi syarat se rbagai gu rgatan serderrhana. Jika lolos, maka gu rgatan 

serderrhana dicatat dalam bu rkur rergisterr khu rsurs gurgatan serderrhana. Kertura 

Perngadilan  mernertapkan     panjar      biaya    perrkara       yang wajib        dibayar        

Pernggurgat,  

                                                
 46 Ferevaldy dan Anand, Kedudukan Hakim Tunggal dalam Gugatan Sederhana. Jurnal 

Hukum Perdata. Vol. 3, No. 2, 2017. hal. 224 
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merski Pernggurgat yang tidak mampu r dapat merngajurkan perrmohonan berracara 

sercara cu rma-curma (prodero). Prosers perndaftaran gu rgatan serderrhana, pernertapan 

hakim dan pernurnjurkan paniterra perngganti dilaksanakan paling lambat 2 (dura) hari 

kerrja. 

Hakim kermurdian mermerriksa materri gu rgatan serderrhana, gu rna mernilai 

serderrhana atau r tidaknya prose rs acara permburktian yang pe rrlur dilangsu rngkan 

nantinya di perrsidangan. Jika tidak te rrmasurk katergori gurgatan serderrhana, maka 

hakim mernerrbitkan pernertapan yang mernyatakan bahwa gu rgatan burkan gu rgatan 

serderrhana, merncorert dari re rgisterr perrkara dan mermerrintahkan pe rngermbalian sisa 

biaya perrkara kerpada pernggurgat serhingga tidak otomatis dialihkan se rbagai 

rergisterr perrkara perrdata biasa. Hakim akan me rnertapkan hari sidang pe rrtama 

apabila berrkas-berrkas perrkara terlah serlersai.  

Pernggurgat yang tidak hadir pada hari sidang pe rrtama, tanpa alasan 

yang sah dan patu rt, maka gu rgatan dinyatakan gu rgurr. Dalam hal Te rrgurgat tidak 

hadir pada hari sidang pe rrtama, maka dilaku rkan permanggilan kerdura sercara patu rt. 

Terrgurgat yang tertap tidak hadir pada hari sidang kerdura, maka hakim me rmurturs 

perrkara terrserburt sercara pu rtursan di lu rar hadir ataur tanpa hadir pernggurgat. Terrhadap 

purtursan , pihak Terrgu rgat dapat merngajurkan urpaya hurkurm Kerberratan kerpada kertura 

Perngadilan Nergerri yang mermerriksa perrkara gu rgatan serderrhana terrserburt.    Dalam 

hal  Terrgurgat  

pada hari  sidang  perrtama  hadir  dan  pada hari  sidang  be rrikurtnya  tidak hadir 

tanpa  
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alasan yang sah, maka gu rgatan diperriksa dan dipu rturs sercara purtursan yang ditinjau r 

dari sergi kerhadiran para pihak pada saat diurcapkan purtursan.                              

Gurgatan serderrhana mermang dapat jurga dilakurkan dalam perrkara erkonomi 

syariah, namurn yang mernjadi fokurs kajian dalam skripsi ini adalah hanya serbatas 

gurgatan serderrhana pada perrkara perrdata. Rurang lingkurp perrkara perrdata yang 

dimaksurd purn hanya terrlertak dalam lingkurp kerwernangan perradilan urmurm dan 

perrburatan yang urnsurr-urnsurrnya dapat dikatergorikan serbagai wanprerstasi dan/atau r 

perrburatan merlawan hurkurm.  

Hal ini lerbih lanjurt merrurjurk kerpada rurang lingkurp gurgatan serderrhana yang 

diaturr dalam Pasal 3 dan 4 PErRMA No. 4 Tahurn 2019, dimana sercara garis bersar 

dan ringkas dapat dirurmurskan serbagai berrikurt: 

1. Hanya dapat dilaku rkan terrhadap perrkara wanprerstasi dan perrburatan merlawan 

hurkurm derngan nilai gu rgatan materril maksimal Rp500.000.000 (lima ratu rs 

jurta rurpiah). 

2. Tidak merrurpakan perrkara yang pernyerlersaiannya dilaku rkan dalam lingku rp 

perngadilan khursurs. serperrti halnya se rngkerta yang pernyerlersaiannya dalam 

Perngadilan Niaga, se rngkerta di bidang indu rstrial yang dise rlersaikan merlalu ri 

Perngadilan Hurburngan Indurstrial (PHI), dan se rngkerta lingku rp perngadilan 

khursurs lainnya. 

3. Tidak merrurpakan serngkerta hak atas tanah. 
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4. Para pihak terrdiri dari Pe rnggurgat dan Terrgurgat yang tidak bole rh lerbih dari 1 

(satur) kercurali mermpurnyai kerperntingan hurkurm yang sama. 

5. Terrgurgat harurs dikertahuri termpat tinggalnya. 

6. Para pihak berrdomisili di daerrah hurkurm yang sama, namu rn apabila 

Pernggurgat berrada di lu rar domisili Te rrgurgat, dapat diaju rkan gurgatan derngan 

pernurnjurkan kurasa, ku rasa insiderntil, atau r wakil yang be rralamat di wilayah 

hurkurm ataur domisili Te rrgurgat derngan surrat turgas yang dibu rat dari institursi 

Pernggurgat. 

7. Para pihak wajib hadir langsu rng di sertiap perrsidangan derngan atau r tidak adanya 

kurasa, ku rasa insiderntil ataur wakil derngan su rrat turgas dari institu rsi Pernggurgat. 

Adanya permbatasan atau rpurn rurang lingkurp khursurs yang diaturr dalam 

gurgatan serderrhana mermerrlurkan perninjauran lerbih lanjurt khu rsursnya pada masa 

rergistasi perrkara. Hal ini dilaku rkan agar bernar-bernar dapat diternturkan bahwa 

perrkara terrserburt mermang terrmasurk ker dalam ku ralifikasi lingku rp gurgatan 

serderrhana yang diatu rr dalam PE rRMA No. 4 Tahu rn 2019 atau r tidak. Serbab pada 

praktiknya pu rn, tidak mu rdah dalam mernernturkan perrkara yang terrmasurk ker dalam 

rurang lingkurp gurgatan serderrhana. Misalnya te rrkait perrjanjian hu rtang piurtang yang 

mernjaminkan serbidang tanah. Satur sisi, Pernggurgat dapat merngkatergorikan 

serbagai perrburatan wanprerstasi, namu rn di sisi lain, bu rkan tidak mu rngkin jika 

Terrgurgat berrdalih bahwa hal te rrserburt mernyangkurt terntang serngkerta tanah.247 

 

                                                
 47 Alfi Y.A. Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Perkara Perdata di Pengadilan, 

Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2016, hal. 21. 
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B. Pengaruh Putusan Bagi Para Pihak 

Sertiap perrbu ratan hurkurm ternturnya akan mernimburlkan akibat hu rkurm. 

Bergitu r jurga terrhadap Perngarurh purtursan yang timbu rl dari perrburatan hu rku rm 

terrserburt murncurl diserbabkan olerh surbjerk hurkurm yang merlakurkan perrburatan atau r 

perristiwa hu rkurm itu r serndiri. Sama halnya de rngan perrburatan hu rkurm wanprerstasi, 

dimana ternturnya akan mernimburlkan akibat hu rkurm terrterntur bagi para pihak. 

Purtursan gurgatan serderrhana mermiliki dampak hurkurm bagi para pihak yang 

terrlibat. Merskipurn lerbih serderrhana, purtursan ini tertap merngikat dan haru rs 

dijalankan olerh para pihak. Bagi Pernggurgat, hak urnturk mernerrima permbayaran 

ataur permernurhan turnturtan tertap berrlakur terrhadap Terrgurgat serbagai pihak yang 

berrurtang. Terrgurgat harurs sergerra mermbayar urtang terrserburt.348 

Serbagai permberri krerdit, bank mermiliki risiko krerdit berrurpa krerdit macert 

jika derbiturr tidak sanggurp ataur tidak maur lagi mermbayar cicilan ataur burnganya 

sersurai perrjanjian. Hal terrserburt berrpoternsi mernimburlkan kerrurgian dana bank. 

Serlain risiko krerdit macert, bank jurga berrisiko merlanggar hurkurm jika terrburkti 

sercara serngaja mermasurkkan klaursurl yang mermberratkan derbiturr dalam perrjanjian 

krerdit. Misalnya klaursurl bahwa bank mermiliki hak serpernurhnya urnturk 

mermberkurkan   ataur  mermurturs  krerdit  sercara  serpihak  tanpa  permberritahuran  

lerbih dahurlur    kerpada  derbiturr.  Urnturk  mermitigasi  risiko-risiko terrserburt, bank 

perrlur mernerrapkan analisis krerdit yang cerrmat serberlurm mermberrikan pinjaman. 

Bank jurga wajib mermastikan serlurrurh klaursurl dalam perrjanjian krerdit terlah fair, 

                                                
 48 Mohammad Naefi, Akibat Hukum Putusan Gugatan Sederhana Tidak Dijalankan Bagi 

Para Pihak, https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/31854 , diakses, tgl 01 

April 2024, pkl 20.49 WIB. 

 

https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/31854
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transparan, dan sersurai derngan perraturran perrurndang-urndangan yang berrlakur di 

Indonersia. 

Derbiturr jurga rawan dirurgikan akibat klaursurl dalam perrjanjian yang 

mermberratkan dan tidak merngurnturngkan bagi dirinya. Serbagai contoh, adanya 

dernda ataur pernalti yang terrlalur tinggi bagi derbiturr yang terrlambat mermbayar 

cicilan. Urnturk mermitigasi risiko-risiko hurkurm terrserburt, derbiturr disarankan urnturk 

lerbih berrhati-hati dan kritis saat diminta mernandatangani perrjanjian krerdit. 

Pastikan serlurrurh klaursurlnya terlah dibaca dan dipahami derngan baik. Jangan ragu r 

urnturk merminta pernjerlasan bank terrkait klaursurl yang kurrang dimerngerrti ataur 

dianggap merrurgikan derbiturr. 

Berrdasarkan u rraian yang terrmurat dalam Pu rtursan Nomor : 

9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng. terrcerrmin adanya perngarurh purtursan bagi para pihak  

dari perrburatan wanprerstasi yang dipe rrburat olerh Terrgurgat serlakur derbiturr. Para 

Pernggurgat yang merngajurkan gu rgatan serderrhana yang dalam hal ini te rrergisterr 

dan diadili di Pe rngadilan Nergerri Surbang, adalah be rnturk urpaya urnturk dapat 

mernurnturt hak Pernggurgat yang berlurm dipernurhi olerh Terrgurgat. 

Adapurn turntu rtan Para Pernggurgat serbagai tindak lanju rt dari perrburatan 

wanprerstasi yang dilaku rkan Terrgurgat, dapat dilihat pada pe rtiturm gurgatan  

serderrhana   terrhadap  pokok  perrkara    yang  dimintakan   Para  Pe rnggurgat   urnturk  

diperriksa dan dipu rturs olerh hakim, yang pada intinya yaitu r "mernghurku rm 

Terrgurgat urnturk mermbayar urang Para Pe rnggurgat serbersar Rp.373.065.000 (Tiga 

Raturs Turjurh Purlurh Tiga Ju rta Ernam Pu rlurh Lima Ribu r Rurpiah)”, dimana ju rmlah 
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ini merrurpakan gabu rngan dari u rang yang mernjadi hurtang pokok Terrgurgat 

ditambah derngan bu rnga yang diperrjanjikan para pihak dalam pe rrjanjian. 

Adapurn perngaru rh purtursan bagi pihak PT.BANK BPR NBP 29 Ialah 

gurgatan yang didaftarkan di Ke rpaniterraan Tanggal 30 Mare rt 2021 dikabu rlkan 

serbagian dan Pe rngaru rh purtursan bagi Pihak terrgurgat antara lain me rmbayar 

kerwajibannya, baik hu rtang pokok, bu rnga dan dernda yang saat perr Tanggal 30 

Marert 2021 serbersar Rp. 373.065.000 (Tiga Ratu rs Turjurh Pu rlurh Tiga Jurta Ernam 

Purlurh Lima Ribu r Rurpiah), Terrmasurk jurga sita jaminan atas obje rk Tanah dan 

bangurnan Serrtifikat Hak Milik (SHM) Nomor 958/Jati/2019 Lu ras 156 M2 dan 

mermbayar dernda yang timbu rl atas pernagihan perrkara serbersar Rp. 20.000.000  

(Dura Purlurh Jurta Ru rpiah), serrta mernghurkurm pihak Terrgu rgat mermbayar biaya 

perrkara serbersar Rp.570.000.00 (Lima Ratu rs Tu rjurh Purlurh Ribu r Rurpiah). 

Purtursan gurgatan serderrhana mermberrikan kerpastian hurkurm yang cerpat 

bagi para pihak. Karerna proserdurrnya yang singkat, para pihak dapat sergerra 

merngertahuri hasil serngkerta dan mernye rsuraikan tindakan merrerka berrdasarkan 

purtursan terrserburt.Prosers yang lerbih cerpat dan biaya yang lerbih rerndah 

dibandingkan derngan prosers perradilan biasa mermburat gurgatan serderrhana 

mernjadi pilihan yang mernarik, terrurtama bagi pihak derngan surmberr daya terrbatas. 

Purtursan yang dikerlurarkan dalam gurgatan serderrhana mermiliki kerkuratan 

erkserkurtorial yang sama derngan purtursan perrdata biasa. Jika pihak yang kalah 

tidak mermaturhi purtursan, pihak yang mernang dapat merngajurkan erkserkursi ke r 

perngadilan. 
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Gurgatan serderrhana mermbantur merngurrangi berban perngadilan derngan 

mernyerlersaikan serngkerta perrdata kercil sercara lerbih erfisiern. Hal ini 

mermurngkinkan perngadilan urnturk lerbih fokurs pada kasurs-kasurs yang lerbih 

komplerks dan berrnilai tinggi.Prosers yang lerbih cerpat dan biaya yang lerbih 

rerndah dapat merningkatkan kerpurasan para pihak, karerna merrerka merrasa 

merndapatkan keradilan derngan cara yang lerbih praktis dan terrjangkaur. 

Purtursan dalam gu rgatan serderrhana mermberrikan perngarurh yang 

signifikan bagi para pihak, terrurtama dalam hal ke rpastian hu rkurm, erfisie rnsi waktu r 

dan biaya, serrta kerkuratan erkserkurtorial. Namu rn, kerterrbatasan nilai klaim dan 

proserdurr yang serderrhana bisa mernjadi tantangan dalam be rberrapa kasu rs. Ole rh 

karerna itu r, merkanismer ini paling erferktif digurnakan u rnturk serngkerta perrdata yang 

rerlatif serderrhana dan berrnilai kercil. 

Merkanismer gurgatan serderrhana di Indonersia merrurpakan inovasi pernting 

dalam sisterm perradilan perrdata, yang be rrtu rjuran urnturk merningkatkan akse rs 

terrhadap keradilan bagi se rmura lapisan masyarakat. Derngan merngurrangi waktu r 

dan biaya yang dipe rrlurkan urnturk mernyerlersaikan serngkerta kercil, merkanismer ini 

berrkontribu rsi pada erfisiernsi sisterm perradilan sercara kerserlurrurhan. Namu rn, urnturk 

merncapai poternsi pernurh dari merkanismer ini, diperrlurkan pernanganan yang 

cerrmat terrhadap tantangan dan ke rterrbatasan yang ada. 

 

 

 

C. Analisa Penulis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 

9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng 
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Dalam permberrian pinjaman u rang yang terrturan dalam su ratur perrjanjian 

urtang piurtang olerh Krerditurr kerpada Derbiturr burkanlah tanpa rersiko, karerna rersiko 

murngkin saja terrjadi khu rsursnya karerna Derbiturr tidak wajib me rmbayar urtangnya 

sercara lu rnas, merlainkan Derbiturr diberri kerperrcayaan u rnturk mermbayar 

berlakangan sercara berrtahap ataur merncicil. Rersiko yang u rmurmnya terrjadi Adalah 

kergagalan ataur kermacertan dalam perlurnasan u rtang. 

Kerternturan merngernai perrjanjian diaturr dalam Pasal 1313 Kitab U rndang- 

Urndang Hurkurm Perrdata (KUrH Perrdata), dalam ke rternturan ini dinyatakan bahwa 

perrjanjian adalah su ratur perrburatan hurkurm dimana du ra orang atau r lerbih 

merngikatkan dirinya terrhadap satu r orang atau r lerbih. Mernurrurt KUrH Perrdata, 

suratur perrjanjian terrjadi kertika terlah adanya kata se rpakat dari kerdura pihak dan 

kerserpakatan itu r merngikat pihak yang mermburatnya layaknya u rndang-urndang. 

Akan tertapi, adakalanya pe rlaksanaan perrjanjian tidak be rrjalan sersurai yang 

dikerherndaki kerdura berlah pihak dimana salah satur pihak tidak me rnjalankan 

perrjanjian derngan sermpurrna. 

Ditermurkan olerh Soerrjono Soerkanto, bahwa su ratur sikap tindak perrilaku r 

hurkurm dianggap erferktif, apabila sikap tindakan atau r perrilaku r lain mernurjur pada 

turjuran yang dike rherndaki, artinya apabila pihak lain terrserburt mermaturhi hurkurm. 

urndang-urndang dapat mernjadi     erferktif  apabila  perranan yang  dilaku rkan perjabat  
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pernergak hu rkurm sermakin mernderkati apa yang diharapkan u rndang-urndang dan 

serbaliknya mernjadi tidak erferktif jika perranan yang dilaku rkan olerh pernergak 

hurkurm jaurh dari apa yang diharapkan olerh urndang-urndang.449 

Ditinjaur dari surbstansi pokok perrkara dalam Purtursan No. 

9,Pdt.G.S./2021/PN.Sng, dapat dilihat bahwa perrkara pada intinya adalah 

perrkara wanprerstasi derngan nilai gurgat materril serbersar Rp.373.065.000 (Tiga 

Raturs Turjurh Purlurh Tiga Jurta Ernam Purlurh Lima Ribur Ribur Rurpiah). Perrkara 

terrserburt purn masurk ker dalam komperternsi perradilan urmurm dan burkan purla 

merrurpakan suratur perrkara yang harurs diadili dalam lingkurp perngadilan khursu rs 

serrta tidak mernyangkurt serngkerta hak atas tanah. Maka dari sisi surbstansi pokok 

perrkara. Perrkara mermang terrmasurk ker dalam rurang lingkurp perrkara gurgatan 

serderrhana yang diaturr dalam Pasal 3 dan 4 PE rRMA No. 4 Tahurn 2019. 

Para pihak dalam perrkara terrdiri dari Pernggurgat dan Terrgurgat yang 

saling terrikat olerh serburah perrjanjian. Dimana antara Pernggurgat dan Terrgurgat 

dinilai mermpurnyai    kerperntingan   hurkurm yang   sama   serhingga   kerdurdurkannya 

serbagai Para Pernggurgat diterrima dalam perrkara gurgatan serderrhana ini. Perrma 

gurgatan serderrhana mermang tidak mernjerlaskan sercara rinci terrkait serperrti apa 

yang dimaksurd dari mermpurnyai kerperntingan hurkurm yang sama, Hakim 

Perngadilan Nergerri Surbang Gorga Gurnturr, S.H.,M.H., derngan   dibantur Iis   

Sursilawati, serlakur  

                                                
 49 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum, PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta,  2019, hal  9. 
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Paniterra  perngganti Perngadilan Nergerri  terrserburt serrta  dihadiri olerh  kurasa  

Pernggurgat  dan  dihadiri  olerh kurasa Terrgurgat, Perngadilan  Nergerri Surbang 

mermberrikan suratur pernafsiran terrhadap hal ini, dimana mernimbang dan 

dihurburngkan derngan dalil-dalil gurgatan serderrhana merngadili dan merngaburlkan 

gurgatan Pernggurgat serbagian dan mernyatakan Terrgurgat terlah ingkar 

janji/wanprerstasi terrhadap perrjanjian krerdit No.11504/IX/2018. 

Berrdasarkan hasil analisa pernurlis, diperrolerh kersimpurlan bahwa 

perrburatan Terrgurgat serbagai Derbiturr adalah wanprerstasi, yaitur tidak mermernurhi 

prerstasi sercara sermpurrna derngan tidak mermbayar angsu rran serjak 24 Serptermbe rr 

2019, serbagai rangkaian perrburatan wanprerstasi serhingga dasar perrtimbangan 

hakim dalam mermurturs perrkara wanprerstasi surdah bernar. Yang artinya bahwa 

sertiap perrkara harurslah diserlersaikan derngan sersergerra murngkin ataur cerpat 

terrserlersaikan serhingga biaya purn murdah dijangkaur olerh perncari keradilan. 

Derngan adanya asas cerpat dan biaya ringan terrserburt jurga merlatarberlakangi 

adanya gurgatan serderrhana serbagaimana PE rRMA  No 4 tahurn 2019 terntang Tata 

Cara pernyerlersaian Gurgatan sederhana. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Kerternturan urmurm terntang Pinjaman Krerdit Perrbankan diaturr dalam Pasal 

1 angka 11 UrUr Perrbankan dan dapat dike rtahuri “ penyediaan uang atau 

tagihan yang dapat dipersama-kan dengan itu, berdasarkan persetujuan 

atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka 

waktu tertentu dengan pemberian bunga” Menurut ketentuan tersebut 

begitu luas mengenai ruang lingkup dan unsur-unsur yang mana meliputi 

pengkreditan ini, sehingga penanganannya juga wajib dilaksanakan secara 

berhati-hati, sehingga proses pemberian kredit tersebut dapat berjalan 

dengan baik. 

2. Faktor-faktor pernyerbab nasabah merlakurkan wanprerstasi terrhadap Krerditu rr 

berrdasarkan purtursan Nomor: 9/Pdt.G.S/2021PN.Sng, terrdiri dari faktor 

interrnal dan faktor erksterrnal. Faktor inte rrnal pernyerbab timbu rlnya krerdit 

macert adalah le rmahnya perngawasan krerdit dan le rmahnya syste rm 

informasi kre rdit macert. Serdangkan faktor erksterrnalnya  adalah ke rgagalan 

ursaha derbitu rr, mursibah terrhadap derbiturr ataur terrhadap u rsaha derbiturr, 

adanya Covid 19 serrta mernurrurnya kergiatan erkonomi dan tingginya su rku r 

burnga krerdit. 
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3. Pernyerlersaian Serngkerta Gurgatan Wanprerstasi olerh Bank BPR NBP 29 

terrhadap Derbitu rr berrdasarkan pu rtursan Nomor : 9/Pdt.G.S/2021/PN.Sng. 

sersurai derngan PE rRMA Nomor 4 Tahu rn 2019 terntang Tata Cara 

Pernyerlersaian Gu rgatan Serderrhana dimana dalam pernye rlersaian Purtursan 

gurgatan serderrhana mermiliki dampak hurkurm bagi para pihak yang terrlibat. 

Merskipurn lerbih serderrhana, purtursan ini tertap merngikat dan haru rs 

dijalankan olerh para pihak. Bagi Pernggurgat, hak urnturk mernerrima 

permbayaran ataur permernurhan turnturtan tertap berrlakur terrhadap Terrgurgat 

serbagai pihak yang berrurtang. Terrgurgat harurs sergerra mermbayar urtang 

terrserburt 

 

B. Saran 

1. Herndaknya Nasabah jika me rngalami kersurlitan urnturk mermbayar angsurran, 

Nasabah dapat be rrbicara derngan pihak Krerditurr (Bank) terntang upaya 

hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian 

kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu 

kredit. Hal ini me rlibatkan perrurbahan jangka waktu r angsurran atau r jurmlah 

angsurran agar lerbih sersurai derngan kondisi  ke rurangan  pihak  Nasabah dan   

syarat kerterntu ran serbagai Nasabah, dan perntingnya bagi pihak Nasabah 

(Derbiturr) urnturk mermahami syarat dan ke rternturan dalam perrjanjian krerdit. 

2. Herndaknya Krerditurr (Bank) mernertapkan proserdurr dan perrsyaratan 

permberrian krerdit haru rs lerbih konsistern dan flerksiberl khursursnya dalam 

pernertapan jangka waktu r permberrian krerdit sersurai derngan kerburturhan yang 

https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/31854
https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/31854
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dapat dilakurkan olerh nasabah., U rnturk itu r bank sermerstinya merlakurkan 

perninjauran kermbali merngernai perlaksanaan prose rdurr terrserburt khu rsursnya 

dalam jangka waktu r krerdit. 

3. Herndaknya kerpada Perngadilan, urnturk dapat lerbih mermaksimalkan 

perlayanannya khursursnya di bidang gurgatan serderrhana serperrti mermberrikan 

erdurkasi yang baik dan mernerrapkan aturran gurgatan serderrhana derngan baik 

purla. 
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